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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya Tim Penyusun dapat
menyelesaikan buku Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial
ini.

Buku ini merupakan pedoman bagi pengguna jabatan fungsional
Penyuluh Sosial baik di instansi Pusat maupun Daerah’yang berisi tentang
peraturan-peraturan bagi pemangku jabatan fungsional Penyuluh Sosial baik
mengenai pengangkatan, kegiatan masing-masing jenjang jabatan, kenaikan
jenjang jabatan dan pangkat, penetapan angka kreditnya, dan lain-lain.

Tim Penyusun memahami bahwa buku pedoman ini masih jauh dari
sempurna, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat
didatamnya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan buku pedoman ini
akan mengalami perubahan dan atau revisi sesuai dengan perkembangan
jabatan fungsionat Penyuluh Sosial.

Akhirnya, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat baik bagi
pengguna jabatan fungsional Penyuluh Sosial di Instansi Pusat maupun Daerah

khususnya bagi pemangku jabatan fungsional Penyuluh Sosial.

Jakarta, Juni 2008

Tim Penyusun
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Menimbang

PERATURAN BERSAMA
MENTERI SOSIAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 41/HUK-PPS/2008
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 telah ditetapkan
Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu
menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh
Sosial dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Bersama Menteri
Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor é Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Rl Tahun 1974
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);

Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian  Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 23);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3176);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik



10.

11,

12.

13.

14.

Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia;



15. Peraturan Menteri Sosial Rl Nomor 82/HUK/2005 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial Rl;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTER! SOSIAL DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN
ANGKA KREDITNYA.

BAB | |
KETENTUAN UMUM 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan : |

1. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban
yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

2. Penyuluhan Sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku yang
dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi
dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan maupun
peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman
yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipast secara
aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.



10.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah suatu upaya yang
terencana, terpadu, terkoordinasi, yang dilaksanakan melalui
program dan kegiatan dalam rangka penanganan permasalahan
sosial, dan peningkatan serta pengembangan kesejahteraan sosial
masyarakat.

Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan
penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi oleh
rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir bathin, yang
memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan
pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial
yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai
dengan Pancasila.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang
Penyuluh Sosial dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan
jabatannya.

Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk
membantu menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial.

Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala
Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara,
Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan
Kesekretariatan tembaga lain yang dipimpin oleh pejabat
struktural eselon | dan bukan merupakan bagian dari
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah
Bupati/Walikota.

Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Penyuluh
Sosial bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.



(1)

(2)

3)

(4

BAB I
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 2

Bahan penilaian angka kredit Penyuluh Sosial disampaikan
pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV
yang  bertanggung jawab di  bidang kepegawaian
setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang
bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan

penetapan angka kredit.

Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit
Penyuluh Sosial menyampaikan usul penetapan angka kredit
kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
melalui tim penilai.

Usul penetapan angka kredit untuk Penyuluh Sosial dibuat
menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-A
sampai dengan Lampiran I-C Peraturan Bersama ini.

Setiap usulan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial harus

dilampiri dengan :

a. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan sosial dan
bukti fisiknya, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran Il Peraturan Bersama ini;

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
penyuluhan sosial dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran lll Peraturan

Bersama ini;

c. Surat  penyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama
ini;

d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas
penyuluhan sosial dan bukti fisiknya, dibuat menurut contoh



formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan
Bersama ini;

e. Surat Pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
dan fotocopi bukti-bukti mengenai ijazah/ Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/ atau keterangan yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan
Bersama ini.

Pasal 3

(1) Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Penyuluh Sosial

@)

(1)

(2)

harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan
rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut
dalam Lampiran | Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008.

Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

Penetapan angka kredit Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh sebagaimana

tersebut dalam Lampiran VIl Peraturan Bersama ini.

Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan

Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :
a. Penyuluh Sosial yang bersangkutan;
b. Sekretaris Tim Penilai Penyuluh Sosial yang bersangkutan;

¢. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian
Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan

d. Pejabat lain yang dipandang perlu.



(1)

2)

(1)

@)

3)

Pasal 5

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penyuluh
Sosial dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Dalam hal Penyuluh Sosial akan dipertimbangkan untuk naik
pangkat, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit
ditetapkan paling lambat bulan Januari tahun yang
bersangkutan;

b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit
ditetapkan paling {ambat bulan Juli tahun yang
bersangkutan.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam
menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau
memberikan kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008.

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
tertib administrasi dan pengendalian harus membuat spesimen
tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara.

Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, spesimen tandatangan pejabat yang
menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara.



Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan
dalam Pasal 5 ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat
lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung
jawab di bidang penyuluhan sosial setelah mendapatkan delegasi
atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB lli
TIM PENILAI
Pasal 8
(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai
adalah sebagai berikut :

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan

jabatan/pangkat Penyuluh Sosial yang dinilai;

b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja
Penyuluh Sosial; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

(2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
masa jabatan berikutnya.

(3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) Kali
masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa
tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.



(4)

()

(6)

(7)

(8)

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau
berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai
mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai
masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang
menetapkan Tim Penilai.

Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim
Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Susunan Anggota Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang
secara langsung bertanggung jawab dibidang penyuluhan sosial,
unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penyuluh Sosiat
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur

kepegawaian;
€. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Paling sedikit 4 (empat) orang anggota.

Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota

Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain Yéng mempunyai

kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penyuluh Sosial.

Kualifikasi pendidikan dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam
melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Sosial selaku
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial.

10



Pasal 9
(1) Tugas Tim Penilai Departemen adalah :

a. Membantu Sekretaris Jenderal Departemen Sosial dalam
menetapkan angka kredit Penyuluh Sosial Madya pangkat
Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b dan Penyuluh Sosial
Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang 1V/c di
lingkungan Departemen Sosial dan di lingkungan
Provinsi/Kabupaten/Kota;

b. Melaksanakan tugas-tugas l(ain yang diberikan oleh

i - Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, yang berhubungan

| dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah :

a. Membantu Kepala Pusat’ Penyuluhan Sosial dalam
menetapkan angka kredit Penyuluh Sosial Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang lll/a sampai dengan Penyuluh
Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di
lingkungan Departemen Sosial;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Pusat Penyuluhan Sosial yang berhubungan dengan

penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam
huruf b.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah :

a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penyuluh Sosial
Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang lll/a sampai
dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan
ruang IV/a dalam me}letapkan angka kredit di lingkungan
Provinsi;

11



(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah Provinsi yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;

Tugas Tim Penilai Kabupaten/ Kota adalah :

a. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Penyuluh
Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang Ill/a
sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina
golongan ruang IV/a dalam menetapkan angka kredit di
lingkungan Kabupaten/Kota;

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan
dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.

Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian dan
penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dapat dimintakan
kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai
Departemen.

Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk,
penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat,
Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai
Departemen.

Pasal 10
Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di
bidang kepegawaian.

Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit.
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Pasal 11

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari
para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan
teknis yang diperlukan.

Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran
dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan
penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu.

Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penitai.

BAB IV
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 12
Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan
kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Penyuluh Sosial

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dipertimbangkan apabila:

a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
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(4)

(3)

(6)

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dipertimbangkan apabila:

a. Paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat | golongan
ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan
ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah
mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara,

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki
jabatan Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang Ili/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat | golongan
ruang llII/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh Sosial
Madya pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang 1V/b
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang
menduduki jabatan Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata
Muda golongan ruang lll/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat |
golongan ruang llI/b sampai dengan untuk menjadi Penyuluh
Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b,
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara yang besangkutan.
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(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
yang menduduki jabatan Penyuluh Sosial Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang lii/a untuk menjadi Penata Muda
Tingkat | golongan ruang IlI/b sampai dengan untuk menjadi
Penyutuh Sosial Muda pangkat Penata Tingkat | golongan ruang
lli/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan,

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota
yang menduduki jabatan Penyuluh Sosial Muda pangkat Penata
Tingkat I golongan ruang IlI/d untuk menjadi Penyuluh Sosial
Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan
Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b ditetapkan oleh
Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan
teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.

Pasal 13
Kenaikan pangkat bagi Penyuluh Sosial dalam jenjang jabatan
yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan
jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyuluh Sosial yang memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Penyuluh Sosial pada tahun pertama telah memenuhi atau
melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat datam masa pangkat yang diduduki, pada tahun
berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 % (dua
puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
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(3)

Penyuluh Sosial Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina
Tingkat | golongan ruang IV/b sampai dengan Pembina Utama
Muda golongan ruang iV/c, diwajibkan mengumpulkan paling
kurang 12 (dua belas) angka kredit setiap kenaikan pangkat
yang berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Penyuluh Sosial Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jenjang pangkat
diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka
kredit dari kegiatan tugas pokok.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 14

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam
dan dari jabatan Penyuluh Sosial ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam

jabatan Penyuluh Sosial harus memenuhi syarat :

a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai
dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang Ill/a;
dan;

C. Setiap unsur penitaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir,

Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi
jabatan Penyuluh Sosial, yang telah dipersiapkan pada waktu
pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
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4)

()

(1)

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penyuluh
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2
(dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh Sosial yang
pedoman Diklatnya ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan
Penyuluh Sosial.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang
tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penyuluh
Sosial, diberhentikan dari jabatan Penyuluh Sosial.

Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan
Penyuluh Sosial dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut
pada Lampiran Vill Peraturan Bersama ini.

Pasal 16

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan Penyuluh Sosial dapat dipertimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud datam Pasal 25
ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;

b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial
paling singkat 2 (dua) tahun;

c. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
fungsional Penyuluh Sosial;

d. 'Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian
pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
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(2) Pangkat vyang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penyuluh
Sosial ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh
setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari
pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan

unsur penunjang.

(3) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari
jabatan lain ke datlam jabatan Penyuluh Sosial dibuat menurut
contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan

Bersama ini.

Pasal 17

Bagi Penyuluh Sosial yang karena perpindahan jabatan, memiliki
pangkat/ golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Penyuluh Sosial
yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat
lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi

angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan.

Pasal'18

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
dan Pasal 16 ayat (1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan Penyuluh Sosial dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan
Penyuluh Sosial.

Pasal 19

(1} Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang
Ill/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina
Tingkat | golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak
diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan
angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi.
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(2)

3)

4

()

(6)

Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan
ruang [V/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak
dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 (dua puluh)
dari kegiatan tugas pokok.

Pembebasan sementara bagi Penyuluh Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan
peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu
pembebasan sementara dibuat menurut contoh sebagaimana
tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2) Penyuluh Sosial juga dibebaskan

sementara dari jabatannya apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat
sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Sosial;

d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk
persalinan keempat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a selama menjalani hukuman
disiplin tetap melaksanakan tugas pokok jabatan Penyuluh
Sosial, dapat dinilai dan ditetapkan angka kreditnya.

Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan Penyuluh
Sosial dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada
Lampiran Xl Peraturan Bersama ini.
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(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Penyuluh Sosial diberhentikan dari jabatannya, karena :

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis
hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) tidak dapat mengumpulkan
angka kredit yang ditentukan.

Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Penyuluh Sosial
dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran XI|
Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

Pasal 21

Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara karena tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk %enaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam
jabatan Penyuluh Sosial apabila telah memenuhi angka kredit
kekurangannya.

Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara karena dijatuhi
hukuman disiplin, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Penyuluh Sosial apabila masa berlakunya hukuman disiplin
tersebut telah berakhir.

Penyuluh  Sosial yang dibebaskan sementara karena
diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah
meor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan
Penyuluh Sosial apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak
bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
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(6)
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(8)

Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara karena ditugaskan
di luar jabatan Penyuluh Sosial, dapat diangkat kembali dalam
jabatan Penyuluh Sosial apabila telah selesai melaksanakan
tugas di luar jabatan Penyuluh Sosial.

Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara karena cuti di luar
tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi
semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial.

Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara karena tugas
belajar tebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali
dalam jabatan Penyuluh Sosial apabila telah selesai menjalani
tugas belajar.

Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat {4), dan ayat (5)
dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling kurang 2
(dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.

Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Penyutuh
Sosial dibuat sesuai contoh sebagaimana tersebut pada

Lampiran VIl Peraturan Bersama ini.

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh

Sosial sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, jabatannya ditetapkan

berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah

angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan

fungsional Penyuluh Sosial.
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BAB VI
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/06/M.PAN/4/2008 telah dan masih melakukan tuéas di
bidang penyuluhan sosial berdasarkan keputusan Pejabat yang
berwenang dapat diangkat ke dalam jabatan Penyuluh Sosial
melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. Paling rendah berijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV;

b. Paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, golongan

[

ruang lfl/a; dan

€. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/ inpassing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/06/M.PAN/4/2008.

Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/

_inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran |l Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/06/M.PAN/4/2008 dihitung dalam pembulatan ke bawah,
yaitu :
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(4)

()

a. Masa kerja dalam pangkat terakhir kurang dari 1 (satu)
tahun, masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun sebagai
dasar perhitungan angka kredit kumulatif
penyesuaian/inpassing;

b. Masa kerja dalam pangkat terakhir 1 (satu) tahun sampai
dengan kurang dari 2 {dua) tahun, masuk datam kolom 1
(satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit
kumulatif penyesuaian/inpassing;

c. Masa kerja dalam pangkat terakhir 2 (dua) tahun sampai
dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, masuk dalam kolom 2
(dua) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit
kumulatif penyesuaian/inpassing;

d. Masa kerja dalam pangkat terakhir 3 (tiga) tahun sampai
dengan kurang dari 4 (empat) tahun, masuk dalam kolom 3
(tiga) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit
kumulatif penyesuaian/inpassing;

e. Masa kerja dalam pangkat terakhir 4 (empat) tahun atau
lebih, masuk dalam kolom 4 (empat) tahun sebagai dasar

perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing.

Surat Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan
angka kredit Penyuluh Sosial, ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang mengangkat dan memberhentikan Penyutuh Sosial
yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut datam
Lampiran XIll Peraturan Bersama ini.

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit
Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memperhitungkan formasi Penyuluh Sosial yang
tersedia.
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(2)
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Pasal 24

Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit
Penyuluh Sosial di lingkungan instansi pusat dan daerah
ditetapkan mulai tanggal 1 Juli 2008 dan harus selesai
ditetapkan paling akhir tanggal 30 Juni 2009 dengan ketentuan
berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung

mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing
telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka
sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh
Sosial, yang bersangkutan terlebih dahulu dipertimbangkan
kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan
dan angka kredit tetah digunakan pangkat terakhir.

Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2009
kenaikan pangkat Penyuluh Sosial sudah ditetapkan dengan
angka kredit di samping memenuhi syarat lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penyuluh Sosial

tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain

maupun jabatan struktural.
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Pasal 26

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah
memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang
dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki
masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan
pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai
periode kenaikan pangkat berikutnya, apabila telah mengumpulkan
angka kredit paling kurang 10 % (sepuluh) persen dari jumlah angka
kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal
dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 27

(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan
tindakan dalam melaksanakan pembinaan Penyuluh Sosial,
Departemen Sosial selaku Instansi Pembina Jabatan Penyutuh
Sosial melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat
yang berkepentingan dan Penyuluh Sosial.

(2) Untuk pembinaan karier Penyuluh Sosial secara profesional
sesuai kompetensi jabatan, Departemen Sosial selaku Instansi
Pembina, antara lain melakukan :

a. Penetapan pedoman formasi jabatan Penyuluh Sosial;
b. Penetapan standar kompetensi Penyuluh Sosial;
c. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Sosial;

d. Sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial serta petunjuk

pelaksanaannya;
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e. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/
teknis bagi Penyuluh Sosial;

f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/
teknis bagi Penyuluh Sosial;

g. Pengembangan sistem informasi jabatan Penyuluh Sosial;
h. Fasilitasi pelaksanaan jabatan Penyuluh Sosial;
i. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penyuluh Sosial;

j. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Penyuluh
Sosial; dan

k. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Penyuluh
Sosial.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini
akan diatur kemudian oleh Menteri Sosial dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
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Pasal 29

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini,
dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada
Lampiran X1V Peraturan Bersama ini.

Pasal 30

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2008

KEPALA MENTER! SOSIAL,

¥

27



CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL PERTAMA

LAMPIRAN IA :

PERATURAN BERSAMA

MENTERI SOSIAL DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008

NOMOR :13 TAHUN 2008

TANGGAL 17 JUNI 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH SOSIAL PERTAMA

Nomor:

INSTANSI

MASA PENILAIAN :
Bulan ...........sfd Bulan.................. Tahun

KETERANGAN PERORANGAN

Nama

NIP

Nomor Seri Karlu Pegawai

Tempat dan Tangga! Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Penata Ruang / TMT

Masa Kerja golongan lama

W {~d|H|O W[N] =

Masa Kerja golongan baru

Jury
o

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

No

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

INSTANSI PENGUSUL

ANGKA KREDIT MENURUT
TIM PENILAI

2

LAMA | BARU | JUMLAH
3 4 5

LAMA {BARU { JUMLAH
6 7 8

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

A {Pendidikan sekolah dan mempercleh ijazah/ gelar

Doklor (S3)

Pasca Sarjana (S2)

Ca NI | -

Sarjana (S1) / Diploma IV (D V)

B Pendidikan dan pelatihan Kedinasan di Bidang Penyuluhan Sosial serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan {STTPP)

Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya antara 641 s.d 960 jam

Larmnanya antara 481 s.d 649 jam

Lamanya antara 161 s.d 480 jam

Lamanya antara 81 s.d 160 jam

|| GINI |—

Lamanya antara 30 s.d 80 jam

JUMLAH

PENYULUHAN SOSIAL

A.[PERSIAPAN

Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu,

permasatahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara fakiual yang
akan disuluhkan

'y

Daerah non rawan sosial.

[a% ]

Menelapkan sasaran garapan penyuluhan sosial

a |Komunitas / Massal

|Daerah non rawan sosial

o

Kelompok / organisasi sesial

{Daerah non rawan sosial

(2]

Individu dan Keluarga
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| |Daerah non rawan sosial

Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sostal
komunitas/massal di daerah rawan sosial

a |Komunitas / Massal

Daerah non rawan sosial

b |Kelompok / organisasi sosial

Daerah non rawan sosial

¢ |Individu dan Keluarga

Daerah non rawan sosial

Merencanakan program penyuluhan sosial

alKomunitas / Massal

Daerah non rawan sosial

b{Kelompok / organisasi sosial

Daerah non rawan sosial

o

Individu dan Keluarga

Daerah non rawan sosial

Pembahasan rencana penyuluhan sosial

[Peserta

Menyusun matern program penyuluhan sosial

a |Penyuluhan sosial secara langsung

peraga

1) [Penyuluhan sosial massal langsung dengan alat bantu dan atau alat

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal langsung
dengan alat banlu dan atau alat peraga

|Peserta

2) {Penyuluhan sosial massal l[angsung tanpa alat bantu dan atau alat
peraga

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal lanpa
menggunakan alat bantu dan atau alat peraga

Peserta

3) {Penyuluhan sosial kelompek dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok tanpa
menggunakan alat bantu dan atau alat peraga

[Peserta

4) [Penyuluhan sosial kefompok Tanpa menggunakan alat baniu dan
atau alat peraga

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial kelompok tanpa
menggunakan alat bantu dan atau atat peraga

Peserta

5

~——

Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu dengan
Imenggunakan alat bantu dan atau alal peraga

|Peserta

6) |Penyuluhan sosal individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau
alat peraga

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial individu tanpa
menggunakan alat bantu dan atau alat peraga

Peserta

b|Penyuluhan sosial tidak langsung

1)

Penyuluhan sostal tidak langsung dalam bentuk media elektronik

a)[Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak tangsung
dalam bentuk media elekironik

Sebagai Pelaku
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2
b)|Membahas rancangan materi penyuluhan sosfal tidzk fangsting
dalam bentuk media elektronik

Peseria

2){Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media cetak

Membahas rancangan maleri penyuluhan sosial tidak langsung
dalam bentuk media cetak

|Pesena

B.|PELAKSANAAN PENYULUHAN SOSIAL

1

etakukan kegiatan penyuluhan sosial secara langsung

a

Penyuluhan sosial massal dengan menggunakan alai bantu dan alau
alat peraga

{Daerah non rawan sosial

Penyuluhan sosial massal langsung tanpa menggunakan afat bantu
dan atau alat peraga

1){Daerah rawan sosial

2}|Daerah non rawan sosial

Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat bantu dan atau
alal peraga

|Dacrah non rawan sosial

Penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu dan atau
alat peraga

[Daerah non rawan sosial

Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat
peraga

[Daerah non rawan sosial

2 |Proses penyuluhan sosial fidak langsung melalui media allematif (ketoprak,
wayang, calung, dif)

Menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak langsung melalui
media alternatif (ketoprak, wayang, calung, dif)

L)

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial

a

Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga

1) {Langsung

a)|Daerah rawan sosial dalam tim

]Sebagau Anggota

0} jDaerah non rawan sosial dalam tim

| Sebagai Anggota

2

—

Membahas hasil evaluasi

| [JPesera

Penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu atau alat peraga

1) [Tidak Langsung

—

a){Daerah rawan sosial dalam tim

[Sebagai Anggota

b} |Daerah non rawan sosial dalam tim

[>ebagar Anggota

2) IMembahas hasil evaluasi

] ]Peserta

Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok langsung dengan
menggunakan alat bantu dan atau alat peraga

1} |Langsung

a) |Daerah rawan sosial dalam tim

[Sebagai Anggota

0} {Daerah non rawan sosial dafam Tm
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| [Sebagai Anggota

2) |Membahas hasil evaluasi

i |H€§'€rla

d [Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak langsung
tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga

1) [Tidak Langsung

a){Daerah rawan sosial

{1)|Dalam Tim

Sebagai Anggota

b) [Daerah non rawan sosial

{1)[Dalam Tim

Sebaqgai Anggota

(2} [Mandiri

2)|Membahas hasil evaluasi

JPeserta

e |Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu langsung
dengan menggunakan alat banty

1 |Langsung

a}|Daerah rawan sosial dalam tim

|Sebagai Anggola

) |Daerah non rawan sosial dalam tim

—Se0agA ANIGOR

2 |Membahas hasil evaluasi

l II"E’SBI’[&

Membahas hasil evaluasi

|Peserta

—

Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak fangsung tanpa
|- menggunakan alat bantu dan atau alat peraga

1} {Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu tanpa
menggunakan alat baniu dan atau alat peraga

a) {Daerah rawan sosial

{1)|Dalam Tim

Sebagai Anggota

b) |Daerah non rawan sosial

(1)|Dalam Tim

Sebagai Anggola

2)|Membahas hasil evaluasi

|Peserta

4|Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak fangsung

a|Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media elekironik

1) |Mengevaluasi kegiatan pényuluhan sosial tidak langsung dalam
bentuk media elekironik

Dalam tim

[Sebagai Anggota

2){Membahas hasil evaluasi

Peserta

b [Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media cetak

1) [Mengevaluasi kegiatan penyufuhan sosial tidak langsung dalam
bentuk mediacetak

Daiam tim

[Sebagai Anagota

2}|Membahas hasil evaluasi

|Peser1a

¢ Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media peragaan/ media alternatif (ketoprak, wayang, calung di)
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1

—

Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosiat tidak langsung dalam
bentuk media peragaan

Dalam tim

|Sebagai Anggota

2){Membahas hasil evaluasi

Peserta

i, [PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL

A

PE

NGKAJIAN KEBIJAKAN PENYULUHAN SOSIAL

-

Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial

Datam tim

Sebagai anggota

3% ]

Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial

Peserta

Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial

Dalam Tim

[Sebagai anggota

PE

NGEMBANGAN PROGRAM PENYULUHAN

-

Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial

Dalam tim

Sebagai anggota

Membahas draft / hasil uji coba pengembangan program penyuluhan
sosial

IPeserta

Diseminasi hasil pengembangan program penyulthan sosial

Dalam Tim

{Sebagai anggota

.|PE
SOSIAL

NGEMBANGAN MODEL, METODE, TEKNIK DAN MEDIA PENYULUHAN

-

Melakukan pengembangan model, metode, leknik dan media penyuluhan

Dalam tim

Sebagai anggota

Membahas draft / hasil uji coba pengembangan model, metode, teknik dan
media penyuluhan sosial

iPeserla

Diseminasi hasil pengembangan model, metode, teknik dan media
penyuluhan sosial

a[Dalam Tim

[Sebagai anggota

PE

NGEMBANGAN KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA PENYULUHAN

Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan
kemasyarakatan

|Sebagai anggota

.JEVALUASI PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL

1

Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sosial

Balam Tim

|Sebagai anggota

Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial

Dalam Tim

1Sebagai angqota

Melakukan evaluasi pengembangan model, metode, teknik, dan media
penyuluhan sosial

Dalam Tim

|Sebagai anggota

Pl

Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja
penyuluhan kemasyarakatan

Dalam Tim

Sebagai anggota

.|MELAKUKAN EVALUAS| PENYULUHAN SOSIAL SECARA
KOMPREHENSIF
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Melaksanakan evaluast penyuiunan sosial secara komprehensif

—_

Dalam Tim

_[Sebagai anggota

2 |Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif

|Sebagai peserta

3 |Diseminasi hasil evaluast penyuluhan scsial secara komprehensif

Dalam Tim

|Sebagai anggota

PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUHAN SOSIAL

A |limigh di bidang Pelayanan

-

Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil peneliian, pengkajian, survey dan
evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :

a.|Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b.{Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga limu Pengetahuan
Indonesia

2. |Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian, survey dan
evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan :

a.|Dalam bentuk buku buku

b.|Dalam majalah ilmiah

- |Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasi!
gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

o

.|Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LIPI

“IMembuat karya {ulis/ karya ilimiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil
gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan :

“~|a.{Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

~~tb.|Dalam beniuk makalah

B |Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pelayanan

1_- Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang
~ Ipenyuluhan sosial yang dipublikasikan :

a.|Dalam benluk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b.|Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga lmu Pengetahuan
Indonesia

<. |Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya iimiah di bidang
penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku

b, [Dalam bentuk makalah

C|Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknik di bidang
pelayanan kesejahteraan sosial

Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis di bidang
penyuluhan sosial

0. |Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/ majalah di bidang pelayanan
kesejahteraan sosial

Sebagai :

a, |Redaktur

b. [Pengurus

E.|Pelaksanaan Studi Banding di bidang pelayanan kesejahteraan sosial

Kegiatan studi banding dalam bidang penyuluhan sosial

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA
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PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL

1

Menjadi anggota tim seminar dan tim penilai narasumber

1.]Mengikuti seminar/ lokakarya internasional sebaga:

a. [Fembahas! moderalor/ narasumber

b. |Peserta

<.|Mengikuli berperan serla sebagai defegasi imiah sebaga:

a. [Retua

b. [Anggota

[ats

Mengajar/ melatih dalam bidang Penyuluhan Sosial

Mengajar/ melatth pada pendidikan dan pefatihan pegawai dan masyarakat

w

Menjadi anggota {im penilai jabatan fungsional Penyuluh Sosial

Menjadi anggota aktif tim penilai jabatan fungsional penyuluh sosial

£

Mengikuti kegiatan serinar / lokakarya dalam bidang penyuluhan sosial

1.|Mengikuti seminar lokakarya internasional/ nasional sebagai :

a. [Pemeran

b. [Pembahas moderalofT narasumber

¢. [Peserta

2.[Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi iimiah sebagai :

a. [Kelua

b. [Anggota

Memperoleh penghargaan / tanda jasa

1.|Tanda jasa/ penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya, tiap
tanda jasa tingkat;

a, {Nasionall internasional

b. |Propinsi

c. [Rabupaten

2.|Gelar kehormatan di bidang akademi

Menjadi anggota organisasi profesi fim Pokja Penyuluhan

1.|Tingkat Intemnasionalf Nasional sebagai

a. [Pengurus akiif

b. |Anggota aktif

2.{Tingkat Propinsi sebagat

a. |Pengurus aktif

b. JAnggota aktif

Memperoleh gelar kesarjanaan

Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

oy

Sarjana / DIV

2 |Pasca Sarjana (52)

T [Doktor (S3)

Menjadi anggota tim penilai karya yang berkaitan dengan profesi penyuluhan
sosial khususnya dan penyuluhan umumnya

1.|Sebagai Ketua

2.|Sebagai Anggola

Menjadi anggota organisasi Penyuluh Sosial

1. |Sebagai Ketua

Z. [Sebagar Anggota

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

34




Butir kegiatan jenjang jabatan satu lingkat di atas / di bawah *)

1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

-*~*) Dicoret yang tidak perlu
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Il JLAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK ;

1. Surat pernyataan mefakukan kegiatan penyuluhan sosial

2. Surat pemyataan melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan sosial
3 Surat pemyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi penyuluhan
4 Surat pemyataan melakukan kegiatan penunjang penyuluhan sosial

S dan selerusnya

{V ]Catatan Pejabat Pengusul :

4. dan seterusnya

( jabatan }

{hama pejabat pengusul )

Catatan Anggota Tim Penilai :

4 dan seterusnya

{ Nama Penilai I')

(Nama Penilai I1)

Catatan Ketua Tim Penilai

4 dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama}
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CONTOH : LAMPIRAN 1B :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT PERATURAN BERSAMA

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL MUDA MENTERI SOSIAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR  :41/HUK-PPS/2008
NOMOR  :13 TAHUN 2008
TANGGAL 17 JUNI 2008

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH SOSIAL MUDA
Nomor:

INSTANSI MASA PENILAIAN :
Bulan ........... sid Bulan................. Tahun

| KETERANGAN PERORANGAN
Nama

NIP

Nomor Seri Kartu Pegawai
Tempat dan Tanggal Lahir
1-5 {Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
7 {Jabatan Penata Ruang / TMT

8 [Masa Kerja golongan lama

9 |Masa Kerja golongan baru

10 jUnit Kerja

L) UNSUR YANG DINILA

alwlino| =

(=]

ANGKA KREDIT MENURUT
No UNSUR , SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU| JUMLAH |LAMA |BARU [JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 B
UNSUR UTAMA

| |PENDIDIKAN

A {Pendidikan sekolah dan memperoleh ijjazalv gelar
1 {Doktor (S3)

2 |Pasca Sarjana (S2)

3 |Sarjana (51} / Diploma IV (D IV)

Pendidikan dan pelatihan Kedinasan di Bidang Penyuluhan Sosial
B Iserta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP)

1 |Lamanya lebih dari 950 jam
2 |Lamanya antara 641 s.d 960 jam
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2

Lamanya antara 481 s.d 649 jam

Lamanya antara 161 s.d 480 jam

Lamanya antara 81 5.4 160 jam

||~ |w

Lamanya antara 30 s.d 80 jam

JUMLAH

PENYULUHAN SOSIAL

A

PERSIAPAN

1

Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi, isu-isu,
permasalahan, dan atau program kesejahteraan sosial secara
faktual yang akan disuluhkan

|Daerah Rawan Sosial

Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial

a |Komunitas / Massal

|Daerah Rawan Sosial

b |Kelompok / organisasi sosial

|Daerah Rawan Sosial

¢ |Individu dan Keluarga

[Daerah Rawan Sosial

Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan
sosial komunitas/massal di daerah rawan sosial

a [Komunitas / Massal

|Daerah Rawan Sosial

b |Kelompok / organisasi sosial

|Daerah Rawan Sosial

¢ |Individu dan Keluarga

|Daerah Rawan Sosial

Merencanakan program penyuluhan sosial

a |Komunitas / Massal

|Daerah Rawan Sosial

b |Kelompok / organisasi sosial

|Daerah Rawan Sosial

¢ [Individu dan Keluarga

|Daerah Rawan Sosial

Pembahasan rencana penyuluhan sosial

j+1]

Penyaji

o

Peserla

Menyusun materi program penyuluhan sosial

a [Penyuluhan sosial secara langsung

1) Penyuluhan sosial massal dengan alat bantu dan atau
alat peraga

a) Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial

langsung secara massal dengan alat bantu dan atau
alat peraga

b){Membahas rancangan materi penyutuhan sosial
massal dengan alat bantu dan atau afat peraga
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2 3 4 5 6 7 8

(1) [Penyaii
(2) |Peserta

2)|Penyuluhan sosial massal tanpa alat bantu dan atau alat
peraga
a)

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara massal tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga

o
~

Membahas rancangan maleri penyuluhan sosial
massal langsung lanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga

Penyaiji

Peserta

3){Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga
a)

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial
langsung kelempok dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga

b){Membahas rancangan materi penyuluhan sosial

massal tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat
peraga

(1}jPenyaji

(2)|Peserta

4)|Penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga
a)

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial
langsung kelompok tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga

b){Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung kelompok tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga

(1)|Penyajt

(2)|Peserta

5)|Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat
bantu dan alau alat peraga
Membahas rancangan materi penyuluhan sosfal
individu dengan menggunakan alat bantu dan atau
alal peraga

[Peserta

6

Pt

Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga
a

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial
individu dengan menggunakan alat bantu dan atau
alat peraga
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b

f—t

Me

individu tanpa menggunakan aat bantu dan atau alat
peraga

mbahas rancangan materi penyuluhan sosiaf

)

Penyajl

2

Pembahas

)

Peserla

bjPenyuluhan sosial tidak langsung

1)

Penyuluhan sosial tidak langsung dalam benluk media
elektronik

a)

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak
iangsung dalam bentuk media elektronik

(1)

Penulis Naskah

(2

Pengatur Laku

b)

tida

Membahas rancangan maleri penyuluhan sosial

k langsung dalam bentuk media elektronik

)

Penyaji

(2)

Pembahas

&)

Peserla

2

ceta

Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media

k

a)

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial fidak
langsung dalam benfuk media cetak

b)

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
Jtidak langsung dalam bentuk media cetak

(1)

Penyaji

{2

Pembahas

3)

Peserta

-

Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial

[Daerah non rawan sosial

2]

Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial

a

Mengevaluasi perumusan gambaran umum tentang kondisi,
situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program
kesejahteraan sosial secara fakiual yang akan disuluhkan

b

—Mengevaluasi penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial

¢ |Mengevaluasi assesmen kelompok sasaran dan lingkungan
sosialnya

d |Mengevaluasi penyusunan rencana penyuluhan sosial

€ [Mengevaluasi penyusunan materi penyuluhan sosial

f

Mengevaluasi prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial

-IPELAKSANAAN PENYULUHAN SOSIAL

1 |Melakukan kegiatan penyuluhan sosial secara langsung
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Penyuluhan sosial massal dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga

|Daerah rawan sosial

Penyutuhan sosial massal tanpa menggunakan alal bantu
dan atau alat peraga

[Daerah rawan sosial

Penyuluhan sosial kelompok dengan menggunakan atat
bantu dan atau alat peraga

{Daerah rawan sosial

Penyuluhan sosial kelompok tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga

|Daerah rawan sosial

Penyuluhan sosial individu dengan mengqunakan alat bantu
dan atau alat peraga

[Daerah non rawan sosial

Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga

]Daerah rawan sosial

2 [proses penyuiuhan sosial tidak langsung metalui media alternatif
- |(ketoprak, wayang, calung, dil}

Sebagai pengatur laku/ pengarah

()

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial

a

Penyuluhan sosial massal langsung dengan menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga

1}iLangsung

a) |Daerah rawan sosial

(1){Dalam Tim

{a) Sebagai Ketua

(b) Sebagai Anggota

b} |Daerah non rawan sosial

(1) |Dalam Tim

(a) Sebagai Ketua

(b) Sebagai Anggota

2)|Membahas hasil evaluasi

(1) |Penyaiji

(2) |Pembahas

(3) |Peserla

Penyuluhan sosial massal tidak langsung tanpa
menggunakan alat bantu atau alat peraga

1)|Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal tidak
langsung

a) |Daerah rawan sosial

41




2

Dalam Tim

(a) Sebagai Ketua

(b) Sebagai Anggota

b) |Daerah non rawan sosial

Dalam Tim

(a) Sebagai Ketua

(b) Sebagai Anggota

2){Membahas hasit evaluasi

{1} |Penyaiji

(2) |Peserta

VIETRUR.

03

langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau alat

1)[Langsung

a) |Daerah rawan sosial

Dalam Tim

(a) Sebagai Ketua

(b) Sebagai Anggota

b) {Daerah non rawan sosial

Dalam Tim

(2) Sebagai Ketua

{b) Sebagai Anggota

2)iMembahas hasil evaluasi

(1) [Penyaji

(2) |Pembahas

(3) IPeserta

0.

peraga

Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial kelompok tidak
Jangsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau- alat

dan atau alat peraga

1) ]Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu

a) |Daerah rawan sosial

(1)|Dalam Tim

{a) Sebagai Ketua

{b) Sebagai Anggola

b) |Daerah non rawan sosial

(1){Dalam Tim

{a) Sebagai Ketua

{b) Sebagai Anggota

2)|Membahas hasil evaluasi

{1) |Penyaji

{2) |Pembahas

(3) JPeserta
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Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu
langsung dengan menggunakan alat bantu

1) | Dengan menggunakan alat bantu dan/alat peraga

a) |Daerah rawan sosial

(1)|Dalam Tim

Sebagai Anggota

b) |Daerah non rawan sosial

(1){Dalam Tim

{a) Sebagai Ketua

{b) Sebagai Anggota

2) {Membahas hasil evaluasi

(1) |Penyaji

(2) |Peserta

-

Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu tidak
langsung fanpa menggunakan alat bantu dan atau alat
peraga

1) Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu
tanpa menggunakan alat bantu dan atau alat peraga

a) [Daerah rawan sosial

Dalam Tim

(a) Sebagai Ketua

(b) Sebagai Anggota

b) |Daerah non rawan sosial

Dalam Tim

(a) Sebagai Ketua

(b) Sebagai Anggota

2}|Membahas hasil evaluasi

(1) |Penyaii

(2) {Peserta

Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak langsung

j<]

Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak fangsung
dalam bentuk media elektronik

1) Mengevaluasi pelaksanaaan penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media elektronik

Dalam Tim

(a) Sebagai Ketua

(b) Sebagai Anggota

2) |Membahas hasil evaluasi

(1) |Penyaji

(2) [Pembahas

(3) |Peserta

(=2

Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung
dalam bentuk media cetak
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1

L

Mengevaluasi pelaksanaaan penyuluhan sosial tidak
tangsung dafam bentuk media cetak

Dalam Tim

{a) Sebagai Ketua

{b) Sebagai Anggota

2)

Membahas hasil evaluasi

(1) |Penyaji

(2) |Peserta

C|Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung
dalam bentuk media peragaan/ media alternatif

1)

Mengevaluasi pelaksanaan penyuiuhan sosial lidak
langsung dalam bentuk media peragaan/media altematif
(ketoprak, wayang, calung dll)

(1) |Dalam Tim

(a) Sebagai Ketua

(b) Sebagai Anggota

2

Membahas hasil evaluasi

(1) {Penyaji

(2) [Peserta

PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL

A

PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENYULUHAN SOSIAL

1

Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial

Dalam Tim

|Sebagai anggota

Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial

|Peserta

Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial

Dalam Tim

1)

Sebagai Ketua

2)

Sebagai anggola

- |PENGEMBANGAN PROGRAM PENYULUHAN

1

Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial

Dalam Tim

|Sebagai anggota

Membahas draft / hasil uji coba pengembangan program
penyuluhan sosial

| Peserta

Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan sosial

Dalam Tim

1)

Sebagai Ketua

2)

Sebagai anggola
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- |PENGEMBANGAN MODEL, METODE, TEKNIK DAN MEDIA
PENYULUHAN SOSIAL

1

Melakukan pengembangan model , metode, leknik dan media

penyuluhan sosial

Dalam Tim

Sebagai anggota

Membahas draft / hasil uji coba pengembangan model , metode,

teknik dan media penyuluhan sosial

[Peserta

Diseminasi hasil pengembangan model , metode, teknik dan

media penyuluhan sosial

Dalam Tim

1) |Sebagai Ketua

2) |Sebagai anggota

- |PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA
PENYULUHAN KEMASYARAKATAN

Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring ketja penyufuhan
kemasyarakatan

Dalam Tim

Sebagai anggota

. |EVALUASI PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL

1— .

Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan sostal

Dalam Tim

_{Sebagai anggota

- |Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan sosial

Dalam Tim

|Sebagai anggota

Melakukan evaluasi pengembangan mode!, metode, teknik, dan

media penyuluhan sosial

Dalam Tim

|Sebagai anggota

Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja
penyuluhan kemasyarakatan

Dalam Tim

|Sebagai anggota

-|ME
KO

LAKUKAN EVALUAS! PENYULUHAN SOSIAL SECARA

MPREHENSIF

Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif

Dalam Tim

[Sebagai Anggota

Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara kemprehensif

[Sebagai peserta
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Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif

a {Dalam Tim

1) |Sebagai Ketua

2) {Sebagai anggota

v

PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUHAN SOSIAL

A{limiah di bidang Pelayanan
ThMembuat karya tulis/ karya i'miah, hasil penelitian, pengkajian,
survey dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang
dipublikasikan :
a.|Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
b.|Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga limu
Pengetahuan Indonesia
2.]Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian,
survey dan evaluasi di bidang penyuluhan sosial yang tidak
dipublikasikan :
a.|Dalam bentuk buku buku
b.{Dalam majalah ilmiah
3.IMembuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang
dipublikasikan :
a.{Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
b.}Dalam bentuk makalah yang diakut oleh LIPT
4.IMembuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
itmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan sosial yang
tidak dipublikasikan :
a.[Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional
b.|Dalam bentuk makalah
B {Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
pelayanan
1.

Menesjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah di bidang
penyuluhan sostal yang dipublikasikan :

|_8.]Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional

b.|Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga llmu
Pengetahuan Indonesia

-|Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya iimiah di bidang

penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku

b. |Dalambentuk makalah
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Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknik
di bidang pelayanan kesejahteraan sosial

Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan ! petunjuk teknis di
bidang penyuluhan sosial

D.

Partisipasi akfif dalam penerbitan buku/ majalah di bidang pelayanan
kesejahteraan sosial

Sebagai:

a. |Redaktur

b. |Pengurus

.|Pelaksanaan Studi Banding di bidang pelayanan kesejahteraan sosial

Kegiatan studi banding dalam bidang penyuluhan sosial

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL

—

Menjadi anggota tim seminar dan tim penilai narasumber

1.|Mengikuti seminar/ lokakarya internasional sebagai;

a.- |Pembahas/ moderator! narasumber

b. |Peserta

2.|Mengikutif berperan serla sebagai delegasi iimiah sebagai:

a, |Ketua

b. [Anggota

)

Mengajar! melatih dafam bidang Penyuluhan Sosial

Mengajar/ melalih pada pendidikan dan pelatihan pegawai dan
masyarakat

(%]

Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Sosial

Menjadi anggota aktif tim penilai jabatan fungsiona! penyuluh sosial

o

Mengikuti kegiatan seminar / lokakarya dalam bidang penyuluhan
sosial

1.|Mengikuti seminar lokakarya infernasional/ nasionai sebagai :

a, |Pemeran

b. |Pembahas moderator/ narasumber

¢. |Peseria

2.|Mengikutif berperan serfa sebagai delegasi ilimiah sebagai :

a. |Ketua

b. JAnggota

Memperoleh penghargaan / tanda jasa

1.|Tanda jasa/ penghargaan dari pemerintah atas prestasi kerjanya,
fiap tanda jasa tingkat:

a. [Nasional/ Internasional

b. [Propinsi

c. |Kabupaten

2.|Gelar kehormatan di bidang akademi
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[=2]

Menjadi anggota organisasi profesi tim Pokja Penyuluhan

—

.| Tingkat Internasional/ Nasional sebagai

a. |Pengurus aklif

b. JAnggota aktif

2.|Tingkat Propinsi sebagai

a. {Pengurus aklif

b. JAnggota aktif

-~

Memperoleh gelar kesarjanaan

Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

1 {Sarjana / DIV

2 |Pasca Sarjana (S2)

3 |Doktor (S3)

1]

Menjadi anggota tim penilai karya yang berkaitan dengan profesi
penyuluhan sosial khususnya dan penyuluhan umumnya

1. |Sebagai Ketua

2. |Sebagai Anggota

Menjadi anggota organisasi Penyuluh Sosial

1. {Sebagai Ketua

2. |Sebagai Anggota

JUMLAH UNSUR PENUNJANG

Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas / di bawah *)

1

2

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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[LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

- Sural pemyataan melakukan kegiatan penyuluhan sosial

. Surat pemyataan melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan sosial
Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi penyuluhan
Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang penyuluhan sosial

—

[, B N FL I ]

dan seterusnya

v

|Catatan Pejabat Pengusul :
R

4. dan seterusnya

(jabatan )

(nama pejabat pengusul )

_|Catatan Anggota Tim Penilai :

4 4 dan selerusnya

( Nama Penilai 1 )

{Nama Penilai Il )

Vi

|Catatan Ketua Tim Penilai :

4 dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

(Nama)
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CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL MADYA

LAMPIRAN IC :
PERATURAN BERSAMA
MENTERI SOSIAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
: 41/HUK-PPS/2008
:13 TAHUN 2008
TANGGAL 17 JUNI 2008

NOMOR
NOMOR

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENYULUH SOSIAL MADYA

Nomor:

INSTANSI MASA PENILAIAN :
Bulan ........... s/d Bulan.................. Tahun
| KETERANGAN PERORANGAN
1 |Nama
2 INIP
3 |Nomor Seri Kartu Pegawai
4 [Tempat dan Tanggal Lahir
5 |Jenis Kelamin
6 |Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
T [Jabatan Penata Ruang / TMT
8 |Masa Kerja golongan lama
9 |Masa Kefja golongan baru
10 [Unit Kerja
il UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
No UNSUR , SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI
LAMA | BARU | JUMLAH JLAMA | BARU | JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8
UNSUR UTAMA
| [PENDIDIKAN
A |Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar

1 |Doktor (S3)

2 [Pasca Sarjana ($2)

3 |Sarjana (S1) / Diploma IV (D IV)

Pendidikan dan pelatihan Kedinasan di Bidang Penyuluhan
Sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pefatihan (STTPP)

1 [Lamanya lebih dari 960 jam

Lamanya antara 641 s.d 960 jam

Lamanya antara 481 s.d 649 jam

Lamanya antara 81 s.d 160 jam

2
3
4 {Lamanya antara 161 s.d 480 jam
5
B

Lamanya antara 30 s.d 80 jam
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PENYULUHAN SOSIAL

A. |PERSIAPAN

1|Pembahasan rencana penyuluhan sosial

ajPembahas

bjPeseria

2|Menyusun materi program penyuluhan sosial

a |Penyuluhan sosial secara langsung

1) |Penyuluhan sosial massal dengan alat bantu
dan atau alat peraga

Membahas rancangan materi penyuluhan
sosial massal dengan alat bantu dan atau
alat peraga

(1)|Pembahas

(2)|Peserta

2) |Penyuluhan sosial massal fanpa alat bantu dan
atau alat peraga

Membahas rancangan materi penyuluhan
sosial massal fanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga

(1)|Pembahas

(2)|Peserta

3 Penyuluhan sosial kelompok dengan

menggunakan alat bantu dan atau alat peraga

Membahas rancangan materi penyuluhan
sosial massal tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga

(1)|Pembahas

(2)|Peserta

4 Penyuluhan sosial kelompok tanpa

menggunakan alal bantu dan atau alat peraga

Membahas rancangan materi penyuluhan
sosial massal tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga

{1)]Pembahas

(2)}Peseria

) Penyuluhan sosia! individu dengan

menggunakan alat bantu dan atau alat peraga

a}|Menyusun rancangan materi penyuluhan
sosial individu dengan menggunakan alat
bantu dan afau alat peraga

b} Membahas rancangan materi penyuluhan

sosial individu dengan menggunakan alal
bantu dan atau alat peraga
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{1} Penyaji

(2)jPembahas

(3}{Peserta

Penyuluhan sosial individu tanpa menggunakan
alal bantu dan atau alat peraga

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
individu tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga

| |Peserta

b {Penyuluhan sosial tidak fangsung

1

Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media elektronik

Membahas rancangan materi penyuluhan
sosial tidak langsung dalam bentuk media
elektronik

lPeserla

2)

Penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media cetak

Membahas rancangan materi penyuluhan
sosial tidak langsung dalam bentuk media
cetak

|Peserta

7 Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial

{Daerah rawan sosial

B.|PELAKSANAAN PENYULUHAN SOSIAL

1

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial secara langsung

Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga

|Daerah rawan sosial

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung
dalam bentuk media elektronik

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial

a Me

lakukan evaluasi Penyuluhan sosial massal

fangsung dengan menggunakan alat bantu dan atau
alat peraga

1)

Langsung

a) |Daerah rawan sosial

|Mandiri

b} 1Daerah non rawan sosial

-~

IMandiri

2)

Membahas hasil evaluasi

|Peserta

b {Mel

lakukan evaluasi Penyuluhan sosial massal tidak

langsung tanpa menggunakan alat bantu dan atau
alat peraga

H

Tidak langsung

a) |Daerah rawan sosial

[Mandiri

b) |Daerah non rawan sosial

IMandiri
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2)|{Membahas hasil evaluasi

Pembahas

Peserta

¢ |Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga

1)j{L.angsung

a) |Daerah rawan sosial

~[Mandiri

b) |Daerah non rawan sosial

[Mandir

2)|Membahas hasil evaluasi

{Peserta

d [Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kefompok tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga

1)|Tidak langsung

a) |Daerah rawan sosial

|mandiri

b} |Daerah non rawan sosial

[ Mandiri

2)|Membahas hasil evaluasi

|Peserta

€ |Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu langsung dengan menggunakan zlat bantu
drdt Daiii ganranat

UShiydiT Iy ul iaiatt

W

a} |Daerah rawan sosial

(1){Dalam Tim
{a) Sebagai Ketua
(b) Sebagai Anggota

(2)|Mandir

b} |Daerah non rawan sosial

—

{Mandiri

2)|Membahas hasil evaluasi

{1)jPembahas

(2)|Peserta

f [Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial individu
tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga

1}{Tidak langsung

a) |Daerah rawan sosial

[Mandiri

b) [Daerah non rawan sosial

St

|Mandiri

2){Membahas hasil evaluasi

Pembahas

Peserta

o

Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak
langsung
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Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak
langsung dafam bentuk media elektronik

1)|Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial
lidak langsung dalam bentuk media elektronik

IMandin'

2)|Membahas hasil evaluasi

[Peserta

Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media cetak

1) JDalam bentuk media cetak

[Mandiri

2) |Membahas hasil evaluasi

(1)|Pembahas

(2){Peserta

Mengevaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media peragaan

1} |Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial
tidak langsung dalem bentuk media
peragaan/media altematif (ketoprak, wayang,
calung dif)

[Mandir

2} [Membahas hasil evaluasi

(1}{Pembahas

(2){Peserta

PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN SOSIAL

A

PENGKAJIAN KEBIJAKAN PENYULUHAN SOSIAL

1

Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial

a

Dalam Tim

1) |Sebagai Ketua

2) {Sebagai anggota

b

Mandiri

Membahas hasil pengkajian kebijakan penyulyhan sosial

a

Penyaji

b {Pembahas

C

Pesera

Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan sosial

[Mandiri

. IPEN

GEMBANGAN PROGRAM PENYULUHAN

Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial

d

Dalam Tim

1) |Sebagai Ketua

2) {Sebagai anggota

b

Mandiri

Membahas draft / hasil uji coba program pengembangan
penyuiuhan sosial
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a |Penyaiji

b |Pembahas

¢ |Peseria

Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan
sosial

[Mandiri

. [PENGEMBANGAN MODEL, METODE, TEHNIK DAN
MEDIA PENYULUHAN SQSIAL

1

Melakukan pengembangan model , metode, teknik dan
media penyuluhan sosial

a |Dalam Tim

1) |Sebagai Ketua

2) |Sebagai anggota

b|Mandiri

Membahas draft / hasi! uji coba pengembangan modet ,
metode, teknik dan media penyuluhan sosial

a. |Penyaji

b |Peserla

Diseminasi hasil pengembangan pengembangan model ,
metode, teknik dan media penyuluhan sosial

{Mandir

. IPENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA
PENYULUHAN KEMASYARAKATAN

Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja
penyuluhan kemasyarakatan

1

Sebagai ketua

2

Sebagai anggota

. [EVALUASI PENGEMBANGAN KUALITAS PENYULUHAN
SOSIAL

1

Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial

a |Dalam Tim

1) |Sebagai Ketua

2} |Sebagai anggota

b [Mandiri

Melakukan evaluasi pengembangan program penyuluhan
sosial

a |Dalam Tim

1} |Sebagai Ketua

2) |Sebagai anggota

b {Mandiri

Melakukan evaluasi pengembangan model, metode,
teknik, dan media penyuluhan sosial

a Dalam Tim

1) |Sebagai Ketua

2) |Sebagai anggota
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b [Mandiri

Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan
jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan

a|Dalam Tim

1) |Sebagai Ketua

2) |Sebagai anggota

b|Mandiri

- |MELAKUKAN EVALUASI PENYULUHAN SOSIAL SECARA

KOMPREHENSIF

1

Metaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif

a|Dalam Tim

1) |Sebagai Kelua

2) |Sebagai anggota

b|Mandiri

Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif

2|Sebagai Penyaji

or

Sebagai pembahas

c}Sebagai peserta

Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif

[Mandir

» IMEMBERIKAN KONSULTASI DALAM PERSIAPAN,

PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS
PENYULUHAN SOSIAL

Melaksanakan layanan konsuttasi

1

Dalam persiapan penyuluhan sosial

2

Dalam pelaksanaan penyuluhan sosial

3

Dalam pengembangan kualitas penyuluhan sosial

PENGEMBANGAN PROFES! PENYULUHAN SOSIAL

A

limiah di bidang Pelayanan

—_

Membuat karya tulis/ karya ilmiah, hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan
sosial yang dipublikasikan :

a.|Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b.[Datam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
limu Pengetahuan Indonesia

-|Membuat karya tulis/ karya ifmiah, hasil penelitian,

pengksjian, survey dan evaluasi di bidang penyuluhan
sosial yang tidak dipublikasikan

a.[Dalam bentuk buku buku

b.|Dalam majalah ilmiah

oo

-|Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau

ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan
sosial yang dipublikasikan :
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a.|Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b.|Dalam bentuk makalah yang diakui oleh LiPI

4.1Membuat karya tulis/ karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penyuluhan
sosial yang tidak dipublikasikan :

a.|Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional

b.|Dalam bentuk makalah

Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang pelayanan

1.
Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya iimiah di

bidang penyuluhan sosial yang dipublikasikan :

&.|Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

b.|Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga
limu Pengetahuan Indonesia

Menerjemahkan/ menyadurkan buku atau karya ilmiah di
bidang penyuluhan sosial yang tidak dipublikasikan:

a. |Dalam bentuk buku

b. {Dalam bentuk makalah

Pembuatan buku pedoman / pé'tunjuk pelaksanaan / petunjuk
teknik di bidang pelayanan kesejahteraan sosial

Membuat buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan / petunjuk
teknis di bidang penyuluhan sosial

. |Partisipasi aklif dalam penerbitan buku/ majalah di bidang

pelayanan kesejahteraan sosial

Sebagai :

a. |Redaktur

b. |Pengurus

.|Pelaksanaan Studi Banding di bidang pelayanan

kesejahteraan sosial

Kegiatan studi banding dalam bidang penyuluhan sosial

JUMLAH

JUMLAH UNSUR UTAMA

PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL

1

Menjadi anggota tim seminar dan tim penilai narasumber

1 IMengikuti seminarf lokakarya intermasional sebagai:
a. {Pembahas/ moderafor/ narasumber
b. |Peserta
2.[Mengikut/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah
sebagai:
a. [Ketua
b. |Anggota
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Mengajar/ melatih dalam bidang Penyuluhan Sesial

Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai
dan masyarakat

Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Penyuluh
Sosial

Mengikuti kegiatan seminar / lokakarya dalam bidang
penyuluhan sosial

1. [Mengikuti seminar lokakarya intemasionall nasional

sebagai :

a. |Pemeran

b. [Pembahas moderalor/ narasumber

¢. |Peserta

2. |Mengikuti/ berperan serta sebagai delegasi ilmiah

sebagai :

a. |Ketua

b. |Anggota

Memperoleh penghargaan / tanda jasa

1. |Tanda jasa/ penghargaan dari pemerintah atas prestasi
kefjanya, tiap tanda jasa tingkat:

a. |Nasional/ Internasional

b. |Propinsi

c. |Kabupaten

2. |Gelar kehormatan di bidang akademi

Menjadi anggota organisasi profesi tim Pokja Penyuluhan

1. {Tingkat Intemasional/ Nasional sebagai

a. |Pengurus aktif

b. {Anggota aktif

2. [Tingkat Propinsi sebagai

a. JPengurus aktif

b. |Anggota akif

Memperoleh gelar kesarjanaan

Memperoleh ijazah/ gelar yang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya

1 [Sarjana / DIV

2 |Pasca Sarjana (82)

3 |Doktor (S3)

Menjadi anggota tim penilai karya yang berkaitan dengan
profesi penyuluhan sosial khususnya dan penyuluhan
umumnya

1. |Sebagai Ketua

2. |Sebagai Anggota

Menjadi anggota organisasi Penyuluh Sosial

1. |Sebagai Ketua

2. |Sebagai Anggota

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir kegiatan jenjang jabatan satu tingkat di atas / di bawah *)

1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyuluhan sosial

2. Surat pemyataan melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan sosial
3 Surat pemyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi penyufuhan
4 Surat pemyataan melakukan kegiatan penunjang penyuluhan sosial

§ dan seterusnya

Catatan Pejabat Pengusul :
4. dan seterusnya
(jabatan)

(nama pejabat pengusul )

Catatan Anggota Tim Penilai :

4 dan seterusnya

{ Nama Penitai | )

{Nama Penilai II)

Catatan Ketua Tim Penilai :

4 dan seterusnya

Ketua Tim Penifai,

(Nama)
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CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL

MELAKUKAN

LAMPIRAN Il PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NCMOR : 41/ HUK-PPS/2008

NOMOR :13 TAHUN 2008
TANGGAL: 17 JUNI 2008

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT

Jabatan
Unit kerja

..........................................................................

---------------------------------------------------------------------------

...........................................................................

.............................................................................

Telah melakukan kegiatan penyuluhan sosial sebagai berikut :

Satuan .:’,gm::g Angka ‘k’r:m:: Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil Kegiatan Kredit Krg dit bukdi fisik
1.
2.
3
dst

Demikian pemyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan langsung

NIP,
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CONTOH : LAMPIRAN lli PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEGIATAN PENGEMBANGAN NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
PENYULUHAN SOSIAL NOMOR 1 13 TAHUN 2008

TANGGAL :17 JUNI 2008

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENYULUHAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama et e e n e et e e e e e e e e enaee
NIP e e e e e e e e e s berat e sans
Pangkat/golongan ruang/TMT e b e e e et ae s e e st ae e bt ene e e s
Jabatan e e e s e st e e sraaneeaat e s et an e e e s e s
Unit kerja et e ettt ettt ea e e aan e e e et e tn e e s eeeneeeas

Menyatakan bahwa:

Nama e e et st e st st retaben
NIP - OSSOV OO UTORRO PP
Pangkat/golongan ruang/TMT e e e et et eh et e e et e et ae e e ennenn
Jabatan . e e e et e sre s e
Unit kerja ettt e eeteeeeteetasear—etetaaseesashebrneneeee et eaaeeen s e nraneren

Telah melakukan kegiatan pengembangan penyuluhan sosial sebagai berikut

Jumlah Jumlah

Satuan Angka Keterangan/
No Uraian Kegiatan Tanggal Hasil *XEO'?aT; Kredit f‘(?g:: bukdti fisik
1.
2.
3.
dst

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

......................... geraeeareenstitraranarannannanan

Atasan Langsung

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA MENTER! SOSIAL

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEGIATAN PENGEMBANGAN NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
PROFESI PENYULUH SOSIAL NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 JUNI 2008

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI PENYULUH SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

.................................................................................

..................................................................................

Menyatakan bahwa:

Nama

NIP

Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan

Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profest penyuluh sosial sebagai berikut :

Jumlah

Satuan Angka

Angka

Keterangan/
Kredit

bukdti fisik

Uraian Kegiatan Tanggal

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

........................ gretasesaanTaara e e naea s

Atasan Langsung

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN

DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
PENYULUHAN SOSIAL NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 JUNI 2008

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawabh ini:

Nama e e e e e s e s e e
NIP ettt eeeeeateeeeeeee e et e et et e feereee it teeben sheaanre e re e e e araenrans
Pangkat/golongan ruang/TMT ettt s e e
Jabatan et e e et e e g b et et ek e b ne e ans
Unit kerja ettt r e e sret et reae e neaerene enre e ee et e enre ernne s e e e e e as

Menyatakan bahwa:

Nama ettt ee et trr e e et e rh et ne e R eee e reees reeean er e b et neeens
NIP ettt ere et et eateatean e rbe e et et e e e ea e a e e e fen e e e £ereenseanan
Pangkat/golongan ruang/TMT et e e e se e e
Jabatan et ettt r et ere e e e e e et s et et e et et st e e e e
Unit kerja Terre e ees it nt e e et aeaeaeate e eehetea e arastee e eeaa st ee semne e s e san s

Telah melakukan kegiatan penunjang penunjang kegiatan penyuluhan sosial sebagai berikut :

No

Jumiah Jumlah

Angka
Kredit | Angka

Keterangan/
bukti fisik

Satuan
Uraian Kegiatan Tanggal Hasil

1.
2.
3.

d

S

t

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TELAH DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
PELATIHAN PENYULUHAN SOSIAL NOMOR : 13 TAHUN 2008

TANGGAL :17 JUNI! 2008

SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHA
N SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e et e et e e et are s s e st breestas
NIF et e et ea et e et ate e et e e bt neeeeemeen snes
Pangkat/golongan ruang/TMT e et et e e ettt e e e et ere et e eee et reen e
Jabatan e e e e st e r et et e et en s e e e saane eeeaeanten e on
Unit kerja ettt bt ettt et s ae e ea et eee s

Menyatakan bahwa:

Nama e e et e e b st et reeeeneere e
NIP e e e et et bt b eee e et e
Pangkat/golongan ruang/TMT et e et e s s raesbe s eee e enbebe et see
Jabatan O O SOOI
Unit kerja et e ettt et e e e st rre s eneeeeaas

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka Jumniah Keterangan/

. Angka cpos
Kredit Kredit bukdi fisik

Satuan
Uraian Kegiatan Tanggal Hasil

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

......................... PR P P P P P T

Atasan Langsung

NIP.
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CONTOH : LAMPIRAN Vi

PENETAPAN ANGKA KREDIT PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008
—PENETAPAN ANGKA KREDIT
Nomor
Masa penilaian :© ..o S
Instansi :
! KETERANGAN PERORANGAN

1 Nama

2 |NIP

3 | Nomor Seri KARPEG

4 | Pangkat / Golongan Ruang / TMT

§ | Tempat dan Tanggal Lahir

6 | Jenis Kelamin

7 | Pendidikan Tertinggi

8 | Jabatan Fungsional / TMT

Lama
9 | Masz Kefja golongan
Baru
¢ | Unit kerja
il | PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH

1 | UNSUR UTANA

A | 1) Pendidikan Formal

2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat
Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPPR)

B | Penyuluhan Sosial

C | Pengembangan Kualitas Penyuluhan Sosial

D | Pengembangan Profesi Penyuluh Sosial

Jumlah Unsur Utama

2 | UNSUR PENUNJANG PENYULUH SOSIAL

Penunjang Kegiatan Penyuluhan Sosial

Jumilah Unsur Penunjang

Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang

W | DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM

JABATAN............ccouu..... T PANGKAT....ccocivierrarea T 1. ) PR
ASLI disampaikan dengan hormat kepada : Ditetapkan di .........ccccoeeeevervriieirrinnenee.
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN padatanggal ........coovvvniennnnnenns

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Penyuluh Sosial yang bersangkutan;

Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;

Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; )
Pejabat _an;; berwenang menetapkan angka kredit
Kepala Biro/ Bagian yang menangani Kepegawaian,
Instansi / BKD yang bersangkutan .

OGN

..............................................................
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CONTOH : LAMPIRAN VIII PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERTAMA KALI/PENGANGKATAN NOMOR :41/HUK-PPS/2008
KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL NOMOR :13 TAHUN 2008
PENYULUH SOSIAL TANGGAL : 17 JUNI 2008
KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TEMBUSAN :
. Menteri Sosial;

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENYULUH SOSIAL

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *)

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan Menteti Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008 tentang Jabatan Fungsional
Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat
kembali*) Saudara.........cceeneeniirierasnaronrns dalam jabatan Penyuluh Sosial ............. :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;
Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawalan Negara
NOMION.c.ceeeetieiiicerissssseastiesesrassseanmsinsisnans dan NOMON.....ccc.ccervrereevonnne ;

b

;bW

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tANGGal ....... « cece cervricrerrie e

mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil

a. Nama :

b. NIP

¢. Pangkat/golongan ruang/TMT

d. Unit kerja :
Dalam jabatan........oivienmmrsnmsninmennsnns

....................................................................................................

Apabila kemudian hari termyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.........ccccreciircvccsenerrersienceens
pada Tanggal .....cvieerneernimriressrensns

NIP.

1
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawatan
Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
Yang bersangkutan;*)

o

Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*}  Coret yang tidak perlu.
**) Dilsi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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CONTOH :

LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL

KEPUTUSAN PENGANGKATAN/ DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN NOMOR : 41/HUK-PPS/2008

KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL NOMOR :13 TAHUN 2008

PENYULUH SOSIAL TANGGAL : 17 JUNI2008

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TEMBUSAN :

. Menterl Sosial; ,

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian

wWwNe

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN PENYULUH SOSIAL

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 25 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/06/M.PAN/04/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan
Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat SaUdard.............e.eeeeercssesne dalam
jabatan Penyuluh Sosial ........cuuueue.ee ;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemetintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawalan Negara
NOMON...cvueeenennd dan Nomor......cueervrerisnne H
MEMUTUSKAN :
Terhitung  mulal  tBNGGAl  ..vveeiieeeevecreiiececeeresen e seree s st aeresaereserese reses roreeran mengangkat
Pegawal Negerl Sipil :
a. Nama
b. NIP
¢. Pangkat/golongan ruang/TMT
d. Unit kerja
Dalam jabatan ..........ccvcievviciininnee
) DO TP TR
) T OO T OO STTP

Apabila kemudian hari termyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di.....oooviremncnnreeressecrenrnnnn
Pada tanggal «..ceeecre e esses

NIP.

Instansi yang bersangkutan; *)

4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)

6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*¥) Coret yang tidak periu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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CONTOH : LAMPIRAN X  PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
SURAT PERINGATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008

SURAT PERINGATAN
NOMOR :

DARI SN

KEPADA YTH. e A e e et s es s e s e T e ss et ea e e b re e ans

ALAMAT e e s e e R e e e s e ee sampeeen

TANGGAL e e e e e e e ens sttt eaes smrenes

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
Nama e seses e et b e et e R 40804 e nEaTaTent rasateabarnasa s seeereennre sy atenrenn
NIP e e e e e e e tre e et e E e ety 0r AR e es AR TSt e sr rensenaneaseanes
PaNGKAYGOL FUBNG oottt e se e rare bt e st eme e se sessessessssnests s msmm e eeeeseneseesesen
Jabatan D e ee e s e s ae st et e e sranatteeeas erteseraearran e rere e ebe s aans
Unit kerja ettt e e Ae e e ae st e e s e e aea RS at et e e es R AR RN E RS EES S e nersasonsnnsnnases
Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini  sudah ..o, tahun  menduduki
jabatan.......coveeieeeneeeeceee s tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan
SEIUMIAN......criceeeee s

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/06/M.PAN/4/2008 dan Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
) (¢ 11« TN dan Nomor ......ccceceeee. Tahun ....ceceeeeeee diminta agar Saudara
dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari
Jabatan Penyuluh Sosial.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : ..........cciimivnnviienersieneeeeeses
Pada taNggal ...t saaeas

NIP
Tembusan :
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Penyuluh Sosial yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
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CONTOH :

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DARI JABATAN PENYULUH SOSIAL NOMOR : 41/HUK-PPS/2008

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

KEEMPAT

TEMBUSAN :

onphLUNe

Menteri Soslal;

Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)

Pimpinan Instansi yang bersangkutan;

Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; *)
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan,*)

NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR i.vareirnirnrsarsarnensinmosee

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENYULUH SOSIAL
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Bahwa Saudara ..........ceernnneen NIP ............. jabatan........................ pangkat/golongan ruang
............................. jabatan ............cen.... berdasarkan keputusan NOMOP ....ccocecvcecvcvcnnins
BNggal ....ccoeceeeeeiirres dinyatakan......cc.... **}) dipandang perlu untuk membebaskan sementara
dari jabatan Penyuluh Sosial;

I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh Kkali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;
Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor............ dan
Nomor ... H

g

N VAW

Terhitung mulai tanggal .........ccccoeeieeeveeeeerreeeserennans membebaskan sementara Pegawai Negeri
Sipil :

Nama D e s esa et e e sna s

NIP D et et et er e e nenes

Pangkat/Golongan ruang/TMT OO

Unit Kerja D et et se et ran e eneens

dari jabatan............. dengan angka kredlt sebasar....... (oronrnnneniannns )

(diisi dengan angka dan huruf)

ap oy

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahul
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  ecresesssssanar
pada tanggal U e erreeresanseeenie

NIP

*) Coret'yang tidak periu.
**¥) Alasan pembebasan sementara
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JABATAN PENYULUH SOSIAL NOMOR :41/HUK-PPS/2008

NOMOR :13 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 JUNI 2008

LAMPIRAN XII PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR : ....c..cseeneeee sessensrrsaneans
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENYULUH SOSIAL KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA

TEMBUSAN :

SrAawNE

. Menteri Sosial;

Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)

Pimpinan Instansi yang bersangkutan;

Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT

MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /PIMPINAN LPND/ GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

a. bahwa Saudara ............cccccevureae NIP ..o jabatan.............c.cu...... pangkat/golongan ruang
............................. terhitung mulai tanggal .................. telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang NOMOC .........oeviions tanggal

.......................... /dinyatakan tidak dapat mengumputkan angka kredit dalam jangka waktu 1
(satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawal Negeri Sipil
dalam jabatan Penyuluh Sosial, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dari jabatan Penyuluh Sosial.

1. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;

.- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;

Perturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;

Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor........cccovveeeveans dan Nomor .........cooecerieenenn. ;

[\

Nownaw

Terhitung mulai tanggal .........coveevecreieeeriiniseeneenne
Penyuluh Sosial :

a. Nama

b. NIP

c. Pangkat/Geclongan ruang/TMT
d. Unit Kerja

**)

Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui
dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .........cocoiviieennrrcmierer s aeniasenne
pada tanggal ...........cocoeecircnremeer e e rren e nees

NIP

*)  Coret yang tidak perlu,
**) Diisi apablla ada penambahan diktum yang dianggap periu,
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" CONTOH : ' ' LAMPIRAN XIII PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
KEPUTUSAN PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN ANGKA KREDIT PENYULUH SOSIAL NOMOR :41/HUK-PPS/2008

NOMOR :13 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 JUNI 2008

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :
TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PENYULUH SOSIAL
MENTERI/ PIMPINAN LPND /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *)

Menimbang : a. bahwa Saudara .................. NIP oooerrenen dengan Keputusan .............. Nomor: ......... , tanggal
P, terhitung mulai tanggal ................ telah ditugaskan melakukan kegiatan
penyuluhan SOSIAl PAOA ...iciieieciecirmenrirerrmnnie e easasaeensessassannes ;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/O6/M.PAN/4/2008 tanggal 9 April 2008, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian
dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Sosial,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara NOMOF......cccvverend dan
[ Te s ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA 1 Terhitung mulai fanggal ....... . vevet ceervciiineereerrsereeseereeser e
Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama PO
b. NIP D neeereremreeiscrreerrs e trarasnaraantas
¢. Pangkat/golongan ruang/TMT : ...................................................
d. Unitkerfa = s ssnsanen
disesuaikan dalam jabatan........ dengan angka kredit ....... (covevns ) sesuai dengan Lampiran IIT *)

: Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2008.
KEDUA R TP

KETIGA EREY et ra s et s s e ae AR R e s eae e R RO AR e AR seras

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....cccceevvernrncanssvesrsaneennnes
pada tanggal ......cceimeiremievenniincennrnoanin.

NIP
TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan, *)
Instansi yang bersangkutan;*)
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

v bW

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap periu.
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LAMPIRAN XIV  PERATURAN BERSAMA MENTERI SOSIAL
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 41/HUK-PPS/2008
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 JUNI 2008

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR PER/06/M.PAN/4/2008

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

. a.

bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas
penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial,
dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh
Sosial dan Angka Kreditnya;

bahwa penetapan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan
Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI

Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
3039);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2797);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 23);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,
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10.

1.

12.

13.

Memperhatikan : a.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia;

Usul Menteri Sosial dengan surat Nomor B/B.06/SJ/11.08/MS

tanggal 14 Februari 2008,

Pertimbangan  Kepala Badan Kepegawaian Negara
(BKN) dengan surat Nomor K.26-30/V.31-4/93 tanggal 18
Maret 2008
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH SOSIAL DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Sosial adalah jabatan yang mempunyai ruang

tingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan
kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil
dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh
pejabat yang berwenang.

Penyuluhan sosial adalah suatu proses pengubahan perilaku
yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi,
komunikasi, motivasi dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik
secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok
sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama,
pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif
dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah program-program
dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan dalam rangka
penanganan permasalahan sosial, dan peningkatan serta
pengembangan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan
penghidupan sosial materiil maupun spirituil yang diliputi
oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir
bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk
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mengadakan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah,
rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga
serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi
serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai
oleh seorang Penyuluh Sosial dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya.

6. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas
untuk membantu menilai prestasi kerja Penyuluh Sosial.

BAB i
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2
Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial termasuk dalam rumpun Ilmu
Sosial dan yang berkaitan,

Pasal 3

(1) Penyuluh Sosial berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional penyuluhan sosial pada unit kerja Departemen
Sosial, Dinas/Instansi yang melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya di bidang kesejahteraan sosial Provinsi/
Kabupaten/Kota.

(2) Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang
yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Sosial adalah melaksanakan penyuluhan
sosial dan pengembangan penyuluhan sosial.
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Pasal 5

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah
Departemen Sosial.

(2) Departemen Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain
meliputi:

a.

Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial;

Menetapkan standar kompetensi Jabatan Penyuluh Sosial;
Menetapkan pedoman formasi Jabatan Penyuluh Sosial;

Melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan
Penyuluh Sosial;

Mensosialisasikan Jabatan Penyuluh Sosial serta petunjuk
pelaksanaannya;

Menyusun kurikulum dan modul pendidikan dan pelatihan
jabatan Penyuluh Sosial;

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/
teknis fungsional Penyuluh Sosial;

Mengembangkan sistem informasi jabatan Penyuluh
Sosial;

Memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Penyuluh Sosial;

Memfasilitasi pembentukan organisasi Profesi Penyuluh
Sosial;

Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
dan kode etik Penyuluh Sosial; dan

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan
Penyuluh Sosial.
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BAB il
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Sosial yang dinilai angka
kreditnya, adalah:

a. Pendidikan, terdiri atas :

1.
2.

Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) fungsional di bidang
penyuluhan sosial serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.

b. Penyuluban sosial, terdiri atas :

1.
2.

Persiapan penyuluhan sosial;

Pelaksanaan penyuluhan sosial.

c. Pengembangan penyuluhan sosial, terdiri atas :

1.
2.
3.

Pengkajian kebijakan penyuluhan sosial;
Pengembangan program penyuluhan sosial;

Pengembangan model, metode, teknik, dan media
penyuluhan sosial;

Pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyulubhan
kemasyarakatan;

Evaluasi pengembangan kualitas penyuluhan sosial;
Evaluasi penyuluhan sosial secara komprehensif; dan

Memberikan konsultasi dalam persiapan, pelaksanaan dan
pengembangan kualitas penyuluhan sosial.
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d. Pengembangan profesi, terdiri atas :

(1)

1.

Penyusunan karya ilmiah tulis/karya ilmiah di bidang
penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;

Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;

Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/
Petunjuk teknis di bidang penyuluhan pembangunan
kesejahteraan sosial;

Partisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah di
bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial;
dan

Pelaksanaan studi banding di bidang penyuluhan
pembangunan kesejahteraan sosial.

Penunjang tugas Penyuluh Sosial, terdiri atas :

1.
2.

Pengajar / Pelatih di bidang penyuluhan sosial;

Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di
bidang penyuluhan sosial;

. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang

penyuluhan sosial;

.- Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan

Fungsional Penyuluh Sosial;

. Perolehan penghargaan/ tanda jasa; dan

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial adalah Jabatan Tingkat
Ahli,
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(2)

3)

4)

()

Jenjang jabatan Penyuluh Sosial dari yang terendah sampai
dengan yang tertinggi, adalah:

a. Penyuluh Sosial Pertama;
b. Penyuluh Sosial Muda; dan
c. Penyuluh Sosial Madya;

Jenjang pangkat Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi,
adalah:

a. Penyuluh Sosial Pertama:
1. Penata Muda gotongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat | golongan ruang Ili/b.
b. Penyuluh Sosial Muda:
1. Penata golongan ruang Ill/c; dan
2. Penata Tingkat | golongan ruang 111/d.
c. Penyuluh Sosial Madya:
1. Pembina golongan ruang 1V/a;
2. Pembina Tingkat { golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh
Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang
pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang
dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran | Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Sosial untuk
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah
angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga
dimungkinkan pangkat dan jenjang tidak sesuai dengan
pangkat dan jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
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BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAL
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Penyuluh Sosial sesuai dengan jenjang
jabatan adalah sebagai berikut :

a. Penyuluh Sosial Pertama :

1.

Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi,
isu-isu, permasalahan, dan atau  program
kesejahteraan sosial secara faktual yang akan
disuluhkan di daerah non rawan sosial;

Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal
di daerah non rawan sosial;

Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial
kelompok/organisasi di daerah non rawan sosial;

Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial
individu dan keluarga di daerah non rawan sosial;

Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan
lingkungan sosial komunitas atau massal di daerah non
rawan sosial;

Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan
lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah non
rawan sosial;

Melakukan assesmen terhadap kelompok sasaran dan
lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah non
rawan sosial;

Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/
massal di daerah non rawan sosial;

Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/
organisasi di daerah non rawan sosial;
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10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan
keluarga di daerah non rawan sosial;

Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai
peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal
secara langsung dengan alat bantu dan atau alat
peraga sebagai peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial massal
secara langsung tanpa alat bantu dan atau alat peraga
sebagai peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
kelompok secara langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
kelompok secara langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
individu secara langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
individu secara langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media elektronik sebagai
pelaku;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media elektronik sebagai
peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;
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21.

22.

23.

24,

25.

26,

27.

28.

29,

30.

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara
massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di
daerah non rawan sosial;

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara
massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di
daerah non rawan sosial;

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara
kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di
daerah non rawan sosial;

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara
kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di
daerah non rawan sosial;

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara
individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di
daerah non rawan sosial;

Menjadi pelaku dalam proses penyuluhan sosial tidak
langsung melalui media alternatif (ketoprak, wayang,
calung, dll);

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal
langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau
alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai
anggota;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal
langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau
alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal
tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim
sebagai anggota;
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31.

32,

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial massal
tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam
tim sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau atat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam
tim sebagai anggota;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
dalam tim sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial
dalam tim sebagai anggota;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok tidak tangsung tanpé menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan
sosial dalam tim sebagai anggota;

Melakukan pembahaéan hasil evaluasi penyuluhan
sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim
sebagai anggota;
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40.

41.

42,

43.

45,

46.

47.

48,

49.

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam
tim sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi  penyuluhan
sosial individu langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam
tim sebagai anggota;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
dalam tim sebagai anggota;

. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan

sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial
tidak langsung dalam bentuk media elektronik dalam
tim sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media
elektronik sebagai peserta;

Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial
tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan
penyuluhan sosial tidak langsung datam bentuk media
cetak sebagai peserta;

Melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial
tidak langsung dalam bentuk media peragaan atau
media alternatif dalam tim sebagai anggota;
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50.

51.

52,

33.

54,

55.

36.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Melakukan pembahasan hasil evaluasi pelaksanaan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media
peragaan atau media alternatif sebagai peserta;

Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial
dalam tim sebagai anggota;

Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial sebagai peserta;

Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial dalam tim sebagai anggota;

Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial
dalam tim sebagai anggota;

Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan
program penyuluhan sosial sebagai peserta;

Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan
sosial dalam tim sebagai anggota;

Melakukan pengembangan model, metode, teknik dan
media penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan
model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial
sebagai peserta;

Diseminasi hasil Pengembangan model, metode,
teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring
kerja penyuluhan kemasyrakatan dalam tim sebagai
anggota ;

Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial dalam tim sebagai anggota ;

Melakukan evaluasi pengembangan program
penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;
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63.

65.

66.

67.

Melakukan evaluasi pengembangan model, metode,
teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim
sebagai anggota;

. Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan

jejaring kerja penyuluhan kemasyrakatan dalam tim
sebagai anggota ;

Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif dalam tim sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyutuhan
sosial secara komprehensif sebagai peserta; dan

Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif sebagai anggota;

. Penyuluh Sosial Muda :

1.

Menyusun gambaran umum tentang kondisi, situasi,
isu-isu, permasalahan, dan atau program
kesejahteraan sosial secara faktual yang akan
disuluhkan di daerah rawan sosial;

Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial massal
di daerah rawan sosial;

Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial
kelompok/organisasi di daerah rawan sosial;

Menetapkan sasaran garapan penyuluhan sosial
individu dan keluarga di daerah rawan sosial;

Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan
lingkungan sosial komunitas/massal di daerah rawan
sosial;

Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan
lingkungan sosial kelompok/organisasi di daerah rawan
sosial;

Melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan
lingkungan sosial individu dan keluarga di daerah
rawan sosial;
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Merencanakan program penyuluhan sosial komunitas/
massal di daerah rawan sosial;

Merencanakan program penyuluhan sosial kelompok/
organisasi di daerah rawan sosial;

Merencanakan program penyuluhan sosial individu dan
keluarga di daerah rawan sosial;

Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai
penyaji;
Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai
peserta;

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara massal dengan alat bantu dan atau
alat peraga;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara massal dengan alat bantu dan atau
alat peraga sebagai penyaji;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara massal dengan alat bantu dan atau
alat peraga sebagai peserta;

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat
peraga;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial

langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat
peraga sebagai penyaji;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau alat
peraga sebagai peserta;

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara kelompok dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga;
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20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28,

29.

30.

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara kelompok dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara kelompok dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara individu dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara individu dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara individu tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara individu tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara individu tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak
tangsung dalam bentuk media elektronik sebagai
penulis naskah;
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3.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

4.

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media elektronik sebagai
pengatur {aku;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media elektronik sebagai
penyaji;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak

langsung dalam bentuk media elektronik sebagai
pembahas;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media elektronik sebagai
peserta;

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media cetak;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media cetak sebagai penyaji;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media cetak sebagai
pembahas;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;

Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial di
daerah non rawan sosial;

Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial
dengan perumusan gambaran umum tentang kondisi,
situasi, isu-isu, permasalahan, dan atau program
kesejahteraan sosial  secara faktual yang akan
disuluhkan;

Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial
dengan penetapan sasaran garapan penyuluhan sosial;
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42.

43,

43.

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial
dengan assesmen kelompok sasaran dan lingkungan
sosialnya;

Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial

dengan penyusunan rencana penyuluhan sosial;

. Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial

dengan penyusunan materi penyuluhan sosial;

Melakukan evaluasi persiapan penyuluhan sosial
dengan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial;

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara
massal dengan alat bantu dan atau alat peraga di
daerah rawan sosial;

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara
massal tanpa alat bantu dan atau alat peraga di
daerah rawan sosial;

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara
kelompok dengan alat bantu dan atau alat peraga di
daerah rawan sosial;

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara
kelompok tanpa alat bantu dan atau alat peraga di
daerah rawan sosial;

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial langsung secara
individu dengan alat bantu dan atau alat peraga di
daerah non rawan sosial;

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial tangsung secara
individu tanpa alat bantu dan atau alat peraga di
daerah rawan sosial;

Menjadi pengatur laku dalam proses penyuluhan sosial
tidak langsung melalui media alternatif (ketoprak,
wayang, calung, dll);

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal
langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau
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~ alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai

24.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

ketua;

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal
langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau
alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim sebagai
anggota;

Metakukan evatuasi hasil penyuluhan sosial massal
langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau
alat peraga di daerah non rawan sosial datam tim
sebagai ketua;

Metakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal
tangsung dengan menggunakan alat bantu dan atau
alat peraga di daerah non rawan sosial dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga sebagai penyaji;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyutluhan
sosial massal langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga sebagai pembahas;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial massal tangsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal
tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim
sebagai ketua;

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal
tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim
sebagai anggota,
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62.

63.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal
tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sebagai ketua;

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal
tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sebagai
anggota;

. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan

sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam
tim sebagai ketua;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam
tim sebagai anggota;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
dalam tim sebagai ketua;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
dalam tim sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

94



71.

72,

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial
dalam tim sebagai ketua;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial
dalam tim sebagai anggota;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan
sosial dalam tim sebagai ketua;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan
sosial dalam tim sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu tangsung dengan menggunakan alat bantu dan
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81.

82.

83.

85.

86.

87.

88.

atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam
tim sebagai ketua;

Melakukan evaluasi kegiatan penyutuhan sosial
individu langsung dengan menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial dalam
tim sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial individu langsung dengan menggunakan atat
bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

. Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan

sosial individu langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam
tim sebagai ketua;

Melakukan evaluasi kegiatan penyufuhan sosial
individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam
tim sebagai anggota;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
dalam tim sebagai ketua;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
dalam tim sebagai anggota;
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89.

90.

9.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim
sebagai ketua;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media elektronik dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media elektronik dalam tim sebagai penyaji;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media elektronik dalam tim sebagai pembahas;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media elektronik dalam tim sebagai peserta;

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial
tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim
sebagai ketua,

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan sosial
tidak langsung dalam bentuk media cetak dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media
cetak sebagai penyaji;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media
cetak sebagai peserta;
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100.

101.

102,

103.

104.

105.

106.

107,

108.

109,

110.

111.

Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media peragaan/media
alternatif (ketoprak, wayang, calung dli) dalam tim
sebagai ketua;

Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media peragaan/media
alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media
peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung
dll) sebagai penyaji;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media
peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung
dll) sebagai peserta;

Melakukan pengkajian kebikjakan penyuluhan sosial
dalam tim sebagai anngota;

Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial sebagai peserta;

Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial dalam tim sebagai ketua;

Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial dalam tim sebagai anggota;

Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial
dalam tim sebagai anggota;

Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan
program penyuluhan sosial sebagai peserta;

Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan
sosial dalam tim sebagai ketua;

Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan
sosial dalam tim sebagai anggota;
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112,

113.

114,

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

Melakukan pengembangan model, metode, teknik,
dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai
anggota;

Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan
model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial
sebagai peserta;

Diseminasi hasil Pengembangan model, metode,
teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim
sebagai ketua;

Diseminasi hasil Pengembangan model, metode,
teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan Pengembangan kemitraan dan jejaring
kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai
anggota;

Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial dalam tim sebagai anggota;

Melakukan  evaluasi  pengembangan  program
penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

Melakukan evaluasi pengembangan model, metode,
teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan evaluasi Pengembangan kemitraan dan
jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam
tim sebagai anggota;

Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif dalam tim sebagai anggota;

Membahas hasil evaluasi penyulubhan sosial secara
komprehensif sebagai peserta;

Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif dalam tim sebagai ketua; dan
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124. Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara

komprehensif dalam tim sebagai anggota.

. Penyuluh Sosial Madya :

1.

10.

Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai
pembahas;

Pembahasan rencana penyuluhan sosial sebagai
peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara massal dengan alat bantu dan atau
alat peraga sebagai pembahas;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara massal dengan alat bantu dan atau
alat peraga sebagai peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau
alat peraga sebagai pembahas;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara massal tanpa alat bantu dan atau
alat peraga sebagai peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
tangsung secara kelompok dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara kelompok dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara kelompok tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Menyusun rancangan materi penyuluhan sosial
tangsung secara individu dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga,

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara individu dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai penyaji;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara individu dengan menggunakan atat
bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara individu dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial
langsung secara individu tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak
fangsung dalam bentuk media elektronik sebagai
peserta;

Membahas rancangan materi penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media cetak sebagai peserta;

Melakukan prakondisi pelaksanaan penyuluhan sosial
di daerah rawan sosial;

Penyuluhan sosial individu dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial;

Melakukan kegiatan penyuluhan sosial tidak langsung
dalam bentuk media elektronik;

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal
langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau
alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal
langsung dengan menggunakan alat bantu dan atau
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23,

24,

25.

26.

27.

28,

29.

30.

31.

alat peraga di daerah non rawan sosial secara
mandiri;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial massal langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal
tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah rawan sosial secara
mandiri;

Melakukan evaluasi hasil penyuluhan sosial massal
tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan
atau alat peraga di daerah non rawan sosial secara
mandiri;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial massal tidak langsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara
mandiri;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
ketompok langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
secara mandiri;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial kelompok langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial

. kelompok tidak langsung tanpa menggunakan alat
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

bantu dan atau alat peraga di daerah rawan sosial
secara mandiri;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
kelompok tidak tangsung tanpa menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga di daerah non rawan
sosial secara mandiri;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial kelompok tidak langsung tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Melakukan evaluasi kegiatan  penyuluhan sosial
individu langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam
tim sebagai ketua;

Melakukan evaluasi kegiatan  penyuluhan sosial
individu langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial dalam
tim sebagai anggota;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah rawan sosial secara
mandiri;

Melakukan evaluasi kegiatan penyuluhan sosial
individu langsung dengan menggunakan alat bantu
dan atau alat peraga di daerah non rawan sosial
secara mandiri,

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial individu langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial individu langsung dengan menggunakan alat
bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;
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40.

41.

42,

43,

45.

46.

47.

48.

49,

50.

Mengevatuasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu
tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan
alat peraga di daerah rawan sosial secara mandiri;

Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial individu
tidak langsung tanpa menggunakan alat bantu dan
alat peraga di daerah non rawan sosial secara
mandiri;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga sebagai pembahas;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi penyuluhan
sosial individu tidak langsung tanpa menggunakan
alat bantu dan atau alat peraga sebagai peserta;

Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media elektronik secara
mandiri;

Melakukan pembahasan  hasil evaluasi kegiatan

penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media elektronik sebagai peserta;

Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media cetak secara mandiri;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media cetak sebagai pembahas;

Melakukan pembahasan hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk
media cetak sebagai peserta;

Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan sosial tidak
langsung dalam bentuk media peragaan/media
alternatif (ketoprak, wayang, calung dll) secara
mandiri;

Melakukan pembahasan  hasil evaluasi kegiatan
penyuluhan sosial tidak langsung dalam bentuk media
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51.

52.
23.
54.
| 55.
56.
57.
58.
99.
60.
61.
62.

63.

peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung
dll) sebagai pembahas;

Melakukan pembahasan  hasil evaluasi kegiatan
penyutuhan sosial tidak langsung dalam bentuk media
peragaan/media alternatif (ketoprak, wayang, calung
dll) sebagai peserta;

Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial
dalam tim sebagai ketua;

Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial
dalam tim sebagai anggota;

Melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial
secara mandiri;

Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial sebagai penyaji;

Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial sebagai pembahas;

Membahas hasil pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial sebagai peserta;

Diseminasi hasil pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial secara mandiri;

Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial
dalam tim sebagai ketua;

Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial
dalam tim sebagai anggota;

Melakukan pengembangan program penyuluhan sosial
secara mandiri;

Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan
program penyuluhan sosial sebagai penyaji;

Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan
program penyuluhan sosial sebagai pembahas;
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan
program penyuluhan sosial sebagai peserta;

Diseminasi hasil pengembangan program penyuluhan
sosial secara mandiri;

Melakukan pengembangan model, metode, teknik,
dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai
ketua;

Melakukan pengembangan model, metode, teknik,
dan media penyuluhan sosial dalam tim sebagai
anggota;

Melakukan pengembangan model, metode, teknik,
dan media penyuluhan sosial secara mandiri;

Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan
model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial
sebagai penyaji;

Membahas draft atau hasil uji coba pengembangan
model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial
sebagai pembahas;

Membahas draft atau hasil uji coba pehgembangan
model, metode, teknik, dan media penyuluhan sosial
sebagai peserta;

Diseminasi hasil pengembangan model, metode,
teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri;

Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring
kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai
ketua;

Melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring
kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai
anggota;

Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial dalam tim sebagai ketua;
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

85.

86.

87.

88.

Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial dalam tim sebagai anggota;

Melakukan evaluasi pengkajian kebijakan penyuluhan
sosial secara mandiri;

Melakukan  evatuasi pengembangan  program
penyuluhan sosial dalam tim sebagai ketua;

Melakukan  evaluasi  pengembangan  program
penyuluhan sosial dalam tim sebagai anggota;

Melakukan  evaluasi  pengembangan  program
penyuluhan sosial secara mandiri;

Melakukan evaluasi pengembangan model, metode,
teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim
sebagai ketua;

Melakukan evaluasi pengembangan model, metode,
teknik, dan media penyuluhan sosial dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan evaluasi pengembangan model, metode,
teknik, dan media penyuluhan sosial secara mandiri;

Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan
jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim
sebagai ketua;

Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan
jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim
sebagai anggota;

Melakukan evaluasi pengembangan kemitraan dan
jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan secara
mandiri;

Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara

komprehensif dalam tim sebagai ketua;

Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif dalam tim sebagai anggota;
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89.

90.

91.

92,

93.

94.

95.

96.

Melaksanakan evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif secara mandiri;

Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif sebagai penyaji;
Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara

komprehensif sebagai pembahas;

Membahas hasil evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif sebagai peserta;

Diseminasi hasil evaluasi penyuluhan sosial secara
komprehensif secara mandiri;

Melaksanakan layanan konsultasi dalam persiapan
penyuluhan sosial;

Melaksanakan layanan konsultasi dalam pelaksanaan
penyuluhan sosial; dan

Melaksanakan layanan konsultasi dalam
pengembangan kualitas penyuluhan sosial.

(2) Penyuluh Sosial Pertama sampai dengan Penyuluh Sosial
Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi
dan penunjang tugas Penyuluh Sosial diberikan nilai angka

kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasat 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Sosial
yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) maka
Penyuluh Sosial lain yang berada satu tingkat di atas atau satu

tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan

tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan
unit kerja yang bersangkutan.
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Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut:

a. Penyuluh Sosial yang melaksanakan tugas Penyuluh Sosial
satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang
diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen)
dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana
tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini;

b. Penyuluh Sosial yang melaksanakan tugas Penyuluh Sosial
satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang
diperoleh ditetapkan sama (100 %) dengan angka kredit dari
setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran
| Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
ini.

Pasal 11

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit
terdiri atas:

a. Unsur utama; dan
b. Unsur penunjang.
(2) Unsur utama terdiri atas:
a. Pendidikan;
b. Penyuluhan sosial;
c. Pengembangan penyuluhan sosial; dan
d. Pengembangan profesi Penyuluh Sosial.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf e.

(4) Rincian kegiatan Penyuluh Sosial dan angka kredit masing-
masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
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M

(2)

3)

(4)

(5)

sebagaimana tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi
oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam
jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Sosial
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dengan ketentuan :

a. Paling rendah 80 % (delapan puluh persen) angka kredit
berasal dari unsur utama; dan

b. Paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur penunjang.

Penyuluh Sosial yang telah memiliki angka kredit melebihi
angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat tebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Penyuluh Sosial pada tahun pertama telah memenuhi atau
melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan
pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun
berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 %
(dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit
yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Penyuluh Sosial Madya yang akan naik pangkat menjadi
Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b sampai dengan
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan
mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit
setiap kenaikan pangkat vyang berasal dari kegiatan

pengembangan profesi.

Penyuluh Sosial Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jenjang
pangkat diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20 (dua
puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
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Pasal 13

(1) Penyuluh Sosial yang secara bersama-sama membuat karya
tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan sosial, diberikan
angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 60 % (enam puluh persen) untuk
penulis utama dan 40 % (empat puluh persen) untuk
penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) untuk
penulis utama dan masing-masing 25 % (dua puluh lima
persen) untuk penulis pembantu; atau

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka
pembagian angka kreditnya adalah 40 % (empat puluh
persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20 %
(dua puluh persen) untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap Penyuluh  Sosial diwajibkan mencatat dan
menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.

(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap
Penyuluh Sosial dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam
setahun.

Pasal 15

{1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
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@)

. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial bagi Penyuluh

Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang
IV/b sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang berada di
lingkungan Departemen Sosial dan yang berada di
lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota;

. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial bagi Penyuluh Sosial

Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang ll1/a sampai
dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan
ruang 1V/a di lingkungan Departemen Sosial;

. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penyuluh Sosial Pertama

pangkat Penata Muda golongan ruang lll/a sampai dengan
Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang
IV/a di lingkungan Provinsi;

. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Sosial

Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang Ill/a sampai
dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan
ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota;

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:

a.

Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Departemen bagi
Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Departemen;

. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Unit Kerja

Departemen Sosial bagi Kepala Pusat Penyuluhan Sosial
Departemen Sosial, yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Unit Kerja;

. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Provinsi  bagi

Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Provinsi; dan

. Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial Kabupaten/Kota bagi

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
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Pasal 16

Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi
pembangunan kesejahteraan sosial, unsur kepegawaian, dan
pejabat fungsional Penyuluh Sosial.

(1)

2)

3)

(4)

()
(6)

Pasal 17

Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Penyuluh Sosial,
sebagai berikut;

a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;

b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur
kepegawaian;

. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

Anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling
kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penyuluh
Sosial.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah :

a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Penyuluh Sosial yang dinilai;

b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi
kerja Penyuluh Sosial; dan

¢. Dapat aktif melakukan penilaian.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud
ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Sosial, maka
anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri
Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi
kerja Penyuluh Sosial.

Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.

Apabila Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena
belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang
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7)

(8)

9)

(1)

(2)

ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh
Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.

Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena
belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang
ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh
Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain
terdekat atau Tim Penilai Departemen.

Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk
karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai
yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit
Penyuluh Sosial dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang
bersangkutan atau Tim Penilai Departemen.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan
oleh:

a. Sekretaris Jenderal Departemen Sosial untuk Tim Penilai
Departemen;

b. Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial untuk
Tim Penilai Unit Kerja;
c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai
Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai
dalarn 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat
kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu)
masa jabatan.

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai,
maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim
Penilai Pengganti.
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Pasal 19

(1) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan

Penyuluh Sosial ditetapkan oleh Menteri Sosial selaku
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penyuluh Sosial.

(2) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Sosial

dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun,
yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Penyuluh Sosial diajukan oleh:

a.

Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Departemen Sosial,
Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Derah Kabupaten/Kota
kepada Sekretaris Jenderal Departemen Sosial untuk angka
kredit Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Tingkat |
golongan ruang IV/b dan Penyuluh Sosial Madya pangkat
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c yang berada di
lingkungan Departemen Sosial dan di lingkungan
Provinsi/Kabupaten/Kota;

Pejabat eselon Il yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang kepegawaian Departemen Sosial kepada Kepala Pusat
Penyuluhan Sosial untuk angka kredit Penyuluh Sosial
Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang ill/a sampai
dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan
ruang IV/a di lingkungan Departemen Sosial;

Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang penyuluhan sosial kepada Sekretaris
Daerah Provinsi untuk angka kredit Penyuluh Sosial Pertama
pangkat Penata Muda golongan ruang lli/a sampai dengan
Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a
di lingkungan Provinsi yang bersangkutan;

Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang penyuluhan sosial kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wuntuk angka kredit
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Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang lll/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat
Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota
yang bersangkutan;

Pasal 21

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, digunakan untuk
mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh
Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Sosial yang
bersangkutan.

BAB Vil
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENYULUH SOSIAL

Pasal 22
Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan Penyuluh Sosial adalah Pejabat Pembina Kepegawaian

yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 23

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
Jabatan Penyuluh Sosial harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. Berijazah paling rendah Sarjana (51) sesuai dengan
kualifikasi yang ditentukan;

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang lll/a;
dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
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(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat
harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
penyutuhan sosial yang ditentukan oleh Instansi Pembina
jabatan fungsional Penyuluh Sosial;

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), yang tidak lulus diklat fungsional atau tidak
mengikuti diklat fungsional di bidang penyuluhan sosial,
diberhentikan dari jabatan Penyuluh Sosial;

(4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi
lowongan formasi jabatan Penyuluh Sosial;

| (5) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana

| dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan angka kredit

| dari unsur pendidikan atau diperoleh dari unsur utama dan
penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit;

(6) Kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional Penyuluh
Sosial, dan tata cara pelaksanaan diklat fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), dan
ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Sosial selaku
Pimpinan [nstansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh
Sosial.

Pasal 24

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsionat
Penyuluh Sosial dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan
Penyuluh Sosial dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan
Penyuluh Sosial dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan
Penyuluh Sosial vyang ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian
Negara;
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b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan
Penyuluh Sosial dilaksanakan sesuai formasi jabatan Penyuluh
Sosial yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing
setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara
setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Pasal 25

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain
kedalam jabatan Penyuluh Sosial dapat dipertimbangkan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (1), dan Pasal 24;

Telah mengikuti dan lulus Diklat fungsional penyuluhan
sosial;

. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan bidang

pembangunan kesejahteraan sosial paling singkat 2 (dua)
tahun;

. Usia paling tinggi 50 {(lima puluh) tahun; dan

Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatannya
ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
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BAB VI
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

(1) Penyuluh Sosial Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang Hi/a sampai dengan Penyuluh Sosial Madya pangkat
Pembina Tingkat | golongan ruang IV/b, dibebaskan
sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5
(ima) tahun menduduki pangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/
pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penyuluh Sosial Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatan
apabila setiap tahun:sejak menduduki jabatan/pangkatnya

tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh)
angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

(3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Penyuluh Sosial dibebaskan sementara
dari jabatannya apabila:

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Sosial;

d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk
persalinan ke empat dan seterusnya; atau

e. Tugas belajar lebih dari 6 {(enam) bulan.

Pasal 27

(1) Penyuluh Sosial yang telah selesai menjalani pembebasan
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) huruf b, huruf d, dan huruf e, dapat
diangkat kembali dalam Jabatan Penyuluh Sosial.
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(2) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, dapat diangkat
kembali dalam jabatan fungsional Penyuluh Sosial apabita
berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, yang
bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

(3) Penyuluh Sosial yang dibebaskan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasat 26 ayat (3) huruf ¢, dapat diangkat
kembali dalam jabatan fungsional Penyuluh Sosial apabila
berusia paling tinggi 2 {dua) tahun sebelum mencapai batas
usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),
dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki
dan/atau angka kredit dari prestasi kerja di bidang
penyutuhan sosial yang diperoleh selama pembebasan
sementara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.

Pasal 28
Penyuluh Sosial diberhentikan dari jabatannya apabila:

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi;

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan; atau

¢. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat
berupa penurunan pangkat.
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Pasal 29

Pembebasan  sementara, pengangkatan kembali, dan
pemberhentian dari jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana
dimaksud Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30
(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan
masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan sosial
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat
disesuaikan/diinpassing dalam jabatan Penyuluh Sosial
dengan ketentuan :

a. Berijazah paling rendah S1 atau yang setingkat;

b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang ll1/a;
dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu}
tahun terakhir.

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam
jabatan Penyuluh Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran |l
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
ini.

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran
Il Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
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(4} Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri
Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/
inpassing perlu mempertirﬁbangkan formasi jabatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih tanjut oleh
Menteri Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 1 Jakarta
Pada tanggatl P 9 ApAl X1B
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